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WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 111 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TANGERANG

TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Rencana Detail Tata Ruang Kota Tangerang Tahun 2023-2043.

1.
2.

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembeniukan
Kotamadya Daerah Tingkat 1l Tangerang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagmimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ientang
Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana

Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur {Lembaran Necgara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Masional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan
Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 13 Tsahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKFPR)
dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR] [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Basis Data dan Penyajlan Peta Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agrana dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nemor 15 Tahun
2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530,
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan  Pengendalian  Pemanfaatan Ruang dan
Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1484);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun
2023 - 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023
Nomor |, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2023 Nomor 102);



16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran
Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6] sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun
2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor
11

MEMUTUSEKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA TANGERANG TAHUN 2023-2043

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang,

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah vyang memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten,

6. Ruang adalah wadah yvang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang,

8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses percncanaan fata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan
struktur ruang dan pola ruang vang meliputi penvusunan dan
penetapan rencana tata ruang.

10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang
dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalul penyusunan
dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
lertib tata ruang.

12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

13. Rencana Tata Ruang Wilavah vang selanjutnya disingkat RTRW adalah
hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yvang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yvang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratil,

14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten atau
kota vang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten atau Kota.



15. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan vang selanjutnya disingkat
RTBL adalah dokumen panduan rancang bangun suatu lingkungan
atau kawasan vang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan
ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok
ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan
panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian
rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan
lingkungan atau kawasan.

16, Wilavah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

17. Wilayah Perencanaan vang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari
kabupaten atau kota dan/atau kawasan strategis kabupaten atau kota
yvang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesual arahan atau yang
ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten atau Kota yang bersangkutan,

18. Sub Wilavah Perencanaan vang selanjutnya disingkat SWP adalah
bagian dari WP vang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas
beberapa blok.

19. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh
batasan fisik vang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran
irigasi, saluran udara tegangan ckstra tinggi, dan pantai, atau yang
belum nvata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan
prasarana lain vang sejenis sesuai dengan rencana kota,

20. Sub Blok adalah pembagian di dalam satu blok vang dibatasi sekurang-
kurangnva oleh batasan fisik yang nyata scperti janngan jalan, sungai,
selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ckstra tinggi, dan
pantai, atau vang belum nvata seperti rencana jaringan jalan dan
rencana jaringan prasarana lain vang scjenis sesuai dengan rencana
kota.

21.Rencana  Struktur Ruang adalah rencana susunan pusat-pusat
pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayvah kota yang
dikembangkan wuntuk melayani kegiatan skala kota dan
mengintegrasikan wilavah kota. Sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan
kota tersebut di atas dapat berupa pusat perckonomian, rencana kota
baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang
dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan
pembangunan, dan ketahanan masvarakat.

22, Pusat Pelayanan Kota atau Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan
ekonomi, sosial, dan/atau administrasi vang melayani seluruh wilayah
kota dan/atau regional.

23.Sub Pusat Pelayanan Kota atau Kawasan Perkotaan adalah pusat
pelavanan ckonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub
wilayah kota.

24. Pusat Pelavanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial
dan/atau administrasi lingkungan permukiman vang melayani wilayah
lingkungan permukiman kota.

25, Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial
dan/atau administrasi lingkungan permukiman Kecamatan,

26, Utilitas adalah fasilitas umum vang menvangkut kepentingan
masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun
wilavah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.

27. Saluran Utilitas Terpadu atau Multi Utility Tunnel merupakan sebuah
terowongan vang dibangun di bawah permukaan tanah dan jalanan
kota atau pun di atas permukaan tanah di mana semua kabel hstnk,
pipa-pipa dan/atau jaringan optik dikumpulkan,
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Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang
lain,

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta
di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan
kabel.

Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling
menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan
wilavah vang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu
hubungan hierarki.

Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya
guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional
dengan pusat kegiatan wilayah.

Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan
primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu
dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sckunder kesatu
dengan kawasan sekunder kedua.

Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara
berdayva guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan
lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah
dengan pusat kegiatan lokal.

.Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan vang menghubungkan kawasan

sckunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan
sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Jalan Lokal Sekunder adalah jalan vang menghubungkan kawasan
sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan
perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke
perumahan.

Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar
persil dalam kawasan perkotaan,

Jalan Khusus adalah jalan vang dibangun oleh instansi, badan usaha,
perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
Jalan Tol adalah jalan umum yvang merupakan bagian sistem jaringan

jalan dan sebagai jalan nasional yvang penggunanya diwajibkan

membayar tol.

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan
untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan
menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda
angkutan.

Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang vang berfungsi
melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota
antarprovinsi, angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota
dalam provinsi, angkutan kota serta angkutan perdesaan.

Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi
melavani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota
dalam provinsi, angkutan kota serta angkutan perdesaan.

Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi
melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan
angkutan perdesaan.

Jembatan Timbang adalah alat dan tempat vang digunakan untuk
pengawasan dan pengamanan jalan dengan memmbang muatan
kendaraan angkutan.

.Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di

atas permukaan tanah.
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Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk
menaikkan dan menurunkan penumpang.

Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel
yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta
api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan
bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api,

Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam kota
untuk melayani perpindahan orang di wilayah kota dan/atau perjalanan
ulang-alik dalam kota.

Jalur Kereta Rel Listrik adalah jalur vang digunakan kereta api dengan
penggerak sendiri yvang menggunakan listrik sebagai tenaga utamanya
dan digunakan untuk mengangkut penumpang.

Jalur MRT adalah jalur khusus yang digunakan angkutan massal yang
berbasis pada jalan rel.

Jalur LRT adalah jalan rel yang digunakan angkutan massal dengan
sistemn Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit,

Jaringan Jalur Kereta Api Khusus adalah jalur kereta api yang hanya
digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan
tidak digunakan untuk melayvani masyarakat umum.

Stasiun Kereta Api adalah prasarana hkereta api sebagai tempat
pemberangkatan dan pemberhentian kereta api,

Stasiun Penumpang Sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk
keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan
pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara
10.000 - 50.000 orang per hari.

. Stasiun Penumpang Kecil adalah tempat perhentian kereta api untuk

keperluan naik turun penumpang kelas kecil berdasarkan
pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih
dari 10.000 orang per hari.

Alur-Pelayaran Kelas Il adalah perairan vang dari segi kedalaman, lebar
dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat
untuk dilayari di bawah kewenangan Kabupaten atau Kota.

Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer adalah bandar udara
sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan
Nasional yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau
sama dengan 5.000.000 orang per tahun,

Infrastruktur Minvak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang
mendukung seluruh kebutuhan minyvak dan gas bumi, di permukaan
tanah atau di bawah permukaan tanah.

Sarana Penyimpanan Bahan Bakar adalah tempat penyimpanan bahan
bakar beserta fasilitas pendukungnya.

Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dar Kilang Pengplahan-
Konsumen adalah jaringan yvang menyalurkan seluruh kebutuhan gas
bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang
pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa atau kabel bawah laut,

. Pembangkit Listrik Tenaga Surva vang selanjutnya disingkat PLTS

adalah pembangkit listrik vang memanfaatkan tenaga matahari.
Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik vang
memanfaatkan tenaga lainnya.

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi vang selanjutnya disingkat
SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat
telanjang yang berfungsi sebagai penghantar listrik di  udara
bertegangan nominal di atas 230 kV.

Saluran Udara Tegangan Tinggi vang selanjutnya disingkat SUTT adalah
saluran tenaga listrik vang menggunakan kawat telanjang yang
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berfungsi scbagai penghantar listrik di udara bertegangan nominal 35
kV sampai dengan 230 kV.

_Saluran Transmisi Lainnva adalah jaringan penyaluran tenaga listrik

dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau
penyaluran tenaga listrik antar sistem sclain Saluran Udara Tegangan
Ultra Tinggi, SUTET, SUTT dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus
Searah.

.Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM

adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang yang
berfungsi sebagai penghantar listrik di udara bertegangan di bawah 35
kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Saluran Udara Tegangan Rendah vang selanjutnya disingkat SUTR
adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawal yang berfungsi
sebagai penghantar listrik di udara bertegangan 220 volt sampai dengan
1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Saluran Kabel Tegangan Menengah vang selanjutnya disingkat SKTM
adalah jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam di dalam tanah
sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
Gardu Induk yang selanjutnya disingkat Gl adalah gardu yang berfungsi
untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi
tegangan menengah.

Gas Insulated Switchgear yang selanjutnya disingkat GIS merupakan
sebuah sistem penghubung dan pemutus jaringan listrik yang dikemas
dengan menggunakan gas SF6 bertekanan sebagai material isolasi
elektrik dan pemadaman busur api yvang digunakan di GI.

Gardu Hubung adalah gardu hubung vang berfungsi untuk membagi
daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi.

Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk
menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder,

Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan
telekomunikasi untuk lavanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa
atau kabel bawah laut telekomunikasi.

Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang
berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau
antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota atau kabupaten
schingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa atau kabel bawah
laut telekomunikasi.

Sentral Telepon Otomat vang selanjutnya disingkat STO adalah tempat
atau instalasi bangunan telepon otomat vang menjadi pusat atau
penghubung jaringan telepon.,

Rumah Kabel adalah rumah kecil yang merupakan tempat distribusi
kabel telepon wyang digunakan untuk mendistribusikan atau
mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel
sekunder.

. Kotak Pembagi adalah unit terminal kabel tempat penvambungan

antara kabel sekunder dengan kabel distribusi penanggal yang
mempunyai fungsi sebagai tempat penyambungan antara kabel
sekunder dengan kabel distribusi dan sebagai tempat pengetesan untuk
melokalisir gangguan.

78. Jaringan Bergerak Terestrial adalah jaringan yang melayani pelanggan

79.

bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio
panggil untuk umum.

Infrastruktur Jaringan Mikro Digital adalah rangkaian perangkat
telekomunikasi jaringan mikro digital.
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Stasiun Transmisi Sistem Televisi adalah komunikasi dari titik ke titik
vang menghubungkan stasiun penyiaran dari suatu lembaga penyiaran
dengan sarana pemancar dan/ atau sarana transmisi untuk
menvalurkan siaran.

.Jaringan Bergerak Secluler adalah jaringan yang melayani

telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
Menara Base Transceiver Station adalah bangunan sebagai tempat vang
merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.

. Sistem Jaringan Irigasi adalah bangunan air beserta bangunan lain

vang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung
maupun tidak langsung.

Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari janngan irigasi yang terdiri
atas bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran
pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan
sadap dan bangunan pelengkapnya.

.Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat

memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit
banjir.

.Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat

memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit
banjir.

Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan
pengelolaan air, sumber air, dan dava air yang terkandung di dalamnya.
Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku,
termasuk pipa atau kabel bawah laut air minum.

.Bangunan Pengambil Air Baku atau Intake adalah bangunan yang

berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.

Inlet adalah titik dimana air sungai, situ atau sumber air lainnya masuk
ke dalam sistem Jaringan Transmisi Air Baku.

Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai
pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa atau kabel bawah
laut air minum,

Unit Produksi adalah adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk
proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika,
kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa atau kabel bawah laut air
minum.

Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air
vang dapat dikonsumsi.

Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah unit
paket vang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan/
atau biologi tertentu dalam bentuk vyang kompak sehingga
menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu vang berlaku,
didesain dan dibuat pada suatu tempat vang selanjutnya dapat dirakit
di tempat lain dan dipindahkan, vang terbuat dari bahan plat baja,
plastik atau fiber.

Bangunan Penampung Air atau Reservoir adalah bangunan atau
konstruksi vang dibangun dengan segala perlengkapannya dan
dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.

.Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa vang digunakan untuk

pengambilan air minum, termasuk pipa atau kabel bawah laut air
minum.

Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan
penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa atau kabel bawah
laut air minum.
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Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk
pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit
pelayanan.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat adalah serangkaian
kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan
prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa
atau kabel bawah laut air limbah di lokasi sumber.

Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja adalah sarana untuk mengolah
lumpur tinja berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja atau IPLT.
Sistemn Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat adalah serangkaian
kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan
prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa
atau kabel bawah laut air limbah yang pengelolaannya terpusat.
Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat [PAL adalah
sistem vang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan
melalui sistem perpipaan.

IPAL Kota adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala perkotaan,

IPAL Skala Kawasan Tertentu atau Permukiman adalah IPAL untuk

cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya
disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang
skala kawasan.

Tempat Penampungan Sementara vang selanjutnva disingkat TPS
adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang,
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Tempat Pemrosesan Akhir vang selanjutnya disingkat TPA adalah
tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

.Jaringan Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu

lingkungan vang berfungsi scbagai pematus bagi lingkungan, yang
terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dan wilayah
regional yang lebih luas.

Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan
mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan
ke badan air penerima.

Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air
dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke janngan
drainase primer,

Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air darn
saluran penangkap dan menvalurkannya ke jaringan drainase
sekunder.

Bangunan Peresapan atau Kolam Retensi adalah sarana drainase yang
berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu
wilavah,

Bangunan Tampungan atau Polder adalah suatu sistem yang secara
hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun
buatan vang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal,
pompa dan/ atau waduk serta pintu air.

Bangunan Pelengkap Drainase adalah bangunan air yang melengkapi
sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan
terjunan, siphon, talang, tali air, pompa dan pintu air.

Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian
dengan tempat cvakuasi sementara dan jalur yang menghubungkan
tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.

Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi
pengungsi vang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat
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terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi schagai pos informast
bencana,

Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa
marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda,
selain sepeda motor.

Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi
maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana
dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan
dan/atau fasilitas pergantian moda,

Rencana Pola Ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang dalam
suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung
dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Zona Lindung adalah kawasan vang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup vang mencakup sumber daya
alam dan sumber dayva buatan.

Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik
spesifik.

Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan
karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan
karakteristik pada zona yang bersangkutan,

Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai,
danau, embung, waduk dan sebagainya.

Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bag
kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur
dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola
lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian
jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban
pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk
didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi
sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata
air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang
memiliki fungsi perlindungan setempat.

Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau jalur dan/atau
mengelompok vang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik vang tumbuh secara alamiah maupun vang
sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ckologis,
resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

Zona Ruang Terbuka Hijau memiliki Tipologi vang dikelompokkan
menjadi kawasan atau zona Ruang Terbuka Hijau, kawasan atau zona
lainnya yang berfungsi Ruang Terbuka Hijau dan objek ruang berfungsi
Ruang Terbuka Hijau.

Sub-Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang
bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah
perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan
sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Sub-Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan
estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain
vang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian
wilayah kota,

Sub-Zona Taman HKecamatan adalah taman yang ditujukan untuk
melayani penduduk satu Kecamatan.

Sub-Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk
melayani penduduk satu Kelurahan.



132.

133.

135.

136,

137.

138,

139,

1440.

141.

142,

143,

144,

145.
146,

147.

Sub-Zona Taman RW adalah taman vang ditujukan untuk melayani
penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga
masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW
terscbut.

Sub-Zona Taman RT adalah taman yvang ditujukan untuk melayani
penduduk dalam lingkup satu RT, khususnya untuk melayani kegiatan
sosial di lingkungan RT tersebut.

Sub-Zona Pemakaman adalah ruang terbuka hijau yang berfungsi

utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat
berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai
jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta
fungsi sosial masyarakat disckitar seperti beristirahat dan sebagal
sumber pendapatan.

Sub-Zona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta clemen
lansekap lainnya vang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di
dalam ruang pengawasan jalan, Sering disebut jalur hijau karena
dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman vang pada umumnya
berwarna hijau.

Zona Badan .Jalan adalah bagian jalan vang berada di antara kisi-kisi
jalan dan merupakan lajur utama vang meliputi jalur lalu lintas dan
bahu jalan.

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan ruang yvang
mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik,

Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang
diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang
Wilayah vyang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk
tempat tinggal atau hunian.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tingzi adalah peruntukan
ruang vang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan
perbandingan vang sangat besar antara jumlah bangunan rumah
dengan luas lahan.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang
difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan
vang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang
vang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunmian dengan
perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah
dengan luas lahan.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang
vang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan
perbandingan vang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas
lahan,

Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan,
olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan
skala dan radius pelayvanan sesual dengan hicrarki pusat pelayanan
vang ditetapkan.

Sub-Zona SPU Skala Kota adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kota.

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kecamatan.

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kelurahan,
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Sub-Zona SPU Skala RW adalah peruntukan ruang vang dikembangkan
untuk melavani penduduk skala RW.

Zona Campuran adalah peruntukan ruang vang terdiri atas campuran
hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang.
Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi adalah peruntukan ruang yang
terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas
pemanfaatan ruang atau kepadatan zona terbangun sedang hingga
tinggi. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan
ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran
intensitas tinggi maksimum 80% dan ketinggian bangunan lebih dari 5
lantai.

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah atau Sedang adalah
peruntukan ruang vang terdiri atas campuran hunian dan non human
dengan intensitas pemanfaatan ruang atau kepadatan zona terbangun
sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan
ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran
intensitas menengah maksimum 70% dan ketinggian bangunan 3
sampai 5 lantai.

Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang difungsikan
untuk pengembangan kegiatan usaha vang bersifat komersial, tempat
bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, seria
fasilitas umum atau sosial pendukungnya.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang
difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan
rekreasi dengan skala pelavanan kota.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang
vang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan
rekreasi dengan skala pelavanan WP.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang
vang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan
rekreasi dengan skala pelayanan SWP.

Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang vang difungsikan untuk
pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja
atau berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan [asilitas umum
atau sosial pendukungnya.

Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk kegiatan yang hanya ada pada kejadian khusus
seperti tempat evakuasi, atau kegiatan khusus vang memerlukan
penanganan dan teknologi khusus seperti instalasi pengolahan air
minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir dan
pergudangan.

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum atau [PAM adalah
peruntukan ruang yang memiliki fasilitas atau unit yang dapat
mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu
sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang
berlaku.

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL adalah
peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi
untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri dan sebagainya,
Sub-Zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan
proses penyvimpanan, pemeliharaan dan pemindahan barang.
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Zona Pengelolaan Persampahan adalah peruntukan ruang di daratan
dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagal tempat untuk
mengumpulkan dan mengelola persampahan.

Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian
dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung
fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung
kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam
rencana tata ruang vang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang
pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk
tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan
sebhagainya.

Peraturan Zonasi adalah ketentuan vang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk
setiap blok atau zona peruntukan yang penctapan zonanya dalam
RDTR.

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah ketentuan yang
mengatur kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam suatu Sub-Zona
mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah kode klasifikasi
vang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang logistik.

Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah nilai intensitas pemanfaatan
ruang dalam sub-zona berdasarkan performa kawasan dengan
mempertimbangkan prasarana dan sarana atau infrastruktur yang telah
terbangun serta radius pelayanannya.

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan mengena
intensitas pemanfaatan ruang vang diperbolechkan pada suatu zona atau
sub-zona.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnva disingkat KDB adalah
angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar
bangunan gedung dan luas Lahan perpetakan atau lahan perencanaan
vang dikuasai sesuai RDTR.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah
angka persentase perbandingan antara luas selurub lantar bangunan
gedung dan luas lahan vang dikuasai sesuai RDTR.

Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka
persentase perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas
lahan perpetakan atau lahan perencanaan vang dikuasai sesuai RDTR.
Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar
bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau
penghijauan dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang
dikuasai sesual RDTR.

Kaveling adalah bagian tanah yang sudah dipetak-petak dengan ukuran
tertentu untuk bangunan atau tempat tinggal.

.Ketinggian Bangunan adalah tinggi maksimum bangunan yang

diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak
atap bangunan terhadap permukaan tanah yvang dinyatakan dalam
satuan meter atau jumlah lantai.

. Garis Sempadan Bangunan vang sclanjutnya disingkat GSB adalah

sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan,
dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka
bangunan, berfungsi schagai pembatas ruang, atau jarak bebas
minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan
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vang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan
vang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan
pipa gas dan sebagainya.

Jarak bebas antar bangunan adalah jarak minimal yang harus
memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis
peruntukan dan ketinggian bangunan.

Jarak Bebas Belakang vang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak
minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan
terbelakang,.

Jarak Bebas Samping vang sclanjutnya disingkat JBS merupakan jarak
minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan
terdekat.

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal adalah ketentuan yang
mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja
vang harus ada pada setiap zona peruntukan,

Ketentuan Khusus adalah ketentuan vang mengatur pemanfaatan zona
atau kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan
tambahan seperti adanya kawasan vang bertampalan dengan kawasan
peruntukan utama, vang disebut sebagai kawasan pertampalan atau
tumpang susun. Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan
tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah
ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah daratan
dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang
dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka
menjamin keselamatan penerbangan.

.Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan yang

mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan dengan kondisi atau
karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial,
budaya, politik, ckonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk
jangka waktu tertentu vang mengurangi kemampuan mencegah,
meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk
menangegapt dampak buruk bahaya tertentu,

Ketentuan Khusus Kawasan Berorientasi Transit adalah ketentuan yang
mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan berorientasi transit yaitu
kawasan yang terintegrasi dengan angkutan umum massal vang
mendorong pergerakan pejalan kaki, pesepeda, penggunaan angkutlan
umum massal dan pembatasan kendaraan bermotor dalam radius jarak
400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari
pusat kawasan vang memiliki prinsip dasar dan kriteria perencanaan
kawasan berorientasi transit.

.Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan yang

mengatur pemanfaatan ruang pada lokasi vang paling aman dan paling
efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat
pada saat terjadi jenis bencana tertentu yvang meliputi tempat evakuasi
sementara dan tempat evakuasi akhir.

Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budava adalah ketentuan yang
mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya yaitu satuan
ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang
letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang vang
khas.

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan adalah ketentuan yang
mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan,

Sungai adalah alur atau wadah alami dan/ atau buatan berupa janngan
pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara
dengan dibatasi kanan dan kin oleh garis sempadan.



188.

189,

190,

191.

192.

193.

194,

195.

196.

197.

198,

199,

Sempadan Sungai adalah lahan antara tepi palung sungai dengan garis
maya di kiri dan kanan palung sungai vang ditetapkan sebagai batas
perlindungan sungai.

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai adalah ketentuan vang
mengatur pemanfaatan ruang pada sempadan sungai.

Situ, Danau, Embung dan Waduk yvang selanjutnya disingkat SDEW
adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah vang
terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari tanah
atau air permukaan sebagai siklus hidrologis vang berfungsi sebagai
kolam penampungan kelebihan air hujan pada musim hwan dan
digunakan pada saat musim kemarau.

Sempadan SDEW adalah luasan lahan yang mengelilingi dengan
berjarak tertentu dari tepi badan SDEW yang berfungsi sebagai kawasan
pelindung SDEW,

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan SDEW adalah adalah ketentuan
vang mengatur pemanfaatan ruang pada sempadan SDEW.

Sempadan Ketenagalistrikan adalah ruang vang dibatasi oleh bidang
vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT,
SUTET, atau Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah di mana tidak
boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk
hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET, dan
Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah vang terdiri atas jarak
bebas minimum horizontal dan vertikal.

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Ketenagalistrikan adalah
ketentuan wyang mengatur pemanfaatan ruang pada sempadan
ketenagalistrikan.

Ketentuan Pelaksanaan adalah aturan vyang berkaitan dengan
pelaksanaan penerapan peraturan daerah RDTR dan Peraturan Zonasi.
Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang
memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu
dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang vang ditetapkan dalam
peraturan zonasi. Hal ini dimaksudkan untuk menampung dinamika
pemanfaatan ruang mikro dan sebagai dasar antara lain Transfer Of
Development Rights dan Air Right Development yang dapat diatur lebih
lanjut dalam RTBL.

Ketentuan Insentif dan Disinsentil adalah ketentuan yang memberikan
insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang vang sejalan dengan rencana
tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang
memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang vang tidak
sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif
bagi masvarakat. Insentif dapat berbentuk kemudahan perizinan,
keringanan pajak, kompensasi, imbalan, subsidi prasarana, pengalihan
hak membangun, dan ketentuan teknis lainnyva. Sedangkan disinsentil
dapat berbentuk antara lain pengetatan persyaratan, pengenaan pajak
dan retribusi yang tinggi, pengenaan denda, pembatasan penyediaan
prasarana dan sarana, atau kewajiban untuk penyediaan prasarana dan
sarana kawasan.

Teknik Pengaturan Zonasi atau TPZ adalah adalah atwran yang
disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam
pelaksanaan pembangunan, Penerapan Teknik Pengaturan Zonasi tidak
dapat dilakukan secara serta-merta, melainkan harus direncanakan
sejak awal mengenai teknik apa saja vang akan diaplikasikan dan
didukung oleh perangkat dan kelembagaan yvang auditable dengan
mempertimbangkan karakteristik blok atau zona.

Zona Ambang adalah TPZ yang merupakan ketentuan pengaturan pada
blok peruntukan yang diambangkan pemanfaatan ruangnya dan



peruntukan ruangnya ditentukan kemudian berdasarkan
perkembangan pemanfaatan ruang pada blok peruntukan tersebut.

200. TPZ Khusus adalah TPZ vang memberikan pembatasan pembangunan

untuk mempertahankan karakteristik dan/atau objek khusus vang
dimiliki zona, vang penetapan lokasinya dalam peraturan zonasi. TFZ
Khusus dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentifl pemberian
persvaratan tertentu dalam perizinan.

201. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
202. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk

masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
nonpemerintah lain dalam penvelenggaraan penataan ruang.

203. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR adalah kesesuaian

antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata
Ruang.

204. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen

vang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan
ruang dengan RDTR.

205. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen

vang menvatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan
ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR.

206. Forum Penataan Ruang atau FPR adalah wadah di tingkat pusat dan

daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Kota Tangerang dengan memberikan pertimbangan dalam
Penyvelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah berwenang menyvusun RDTR Tahun 2023-2043.
{2) ROTR Tahun 2023-2043 berfungsi sebagai:

a, Kendali mutu pemanfaatan ruang daerah berdasarkan RTRW;

b. Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dan
kegiatan pemanfaatan ruang vang diatur dalam RTRW;

c. Acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
d. Acuan bagi penerbitan KKPR; dan
e. Acuan dalam penyusunan RTBL.

{3) RDTR Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(4) RDTR Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayvat (3) dapat

ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup vang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

mooangp

WP,

Tujuan Penataan WP,
Rencana Struktur Ruang;
Rencana Pola Ruang;

Ketentuan Pemanfaatan Ruang,;
Peraturan Zonasi; dan
Kelembagaan.



BAB I
WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

(1) WP RDTR Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a meliputi seluruh wilayah administratif Daerah dengan luas
17.834,75 (tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh empat koma tujuh
lima hektar).

WP RDTR Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada avat (1)
memiliki batas:

(2)

(3)

a,
b,

c.
d.

sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tangerang;

scbelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan;

sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang; dan
sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

WP RDTR Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibagi menjadi 6 (enam) SWP vang terdiri atas:

b.

SWP A yaitu Kecamatan Tangerang dengan luas 1.522,63 ha (seribu
lima ratus dua puluh dua koma enam tiga hektar);

SWP B vaitu Kecamatan Karawaci dan Kecamatan Cibodas dengan
luas 2.215,20 ha (dua ribu dua ratus lima belas koma dua nol
hektar);

SWP C yaitu Kecamatan Periuk dan Kecamatan Jatiuwung dengan
luas 2.598,70 ha (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma
tujuh nol hektar);

SWP D waitu Kecamatan Batuceper, Kecamatan Benda, dan
Kecamatan Neglasari dengan luas 4.774,83 ha (empat ribu tujuh
ratus tujuh puluh empat koma delapan tiga hektar);

SWP E yaitu Kecamatan Cipondoh dan Kecamatan Pinang dengan
luas 3.996,02 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma
nol dua hektar); dan

SWP F waitu Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karang Tengah,
Kecamatan Larangan dengan luas 2.727 38 ha (dua ribu tujuh ratus
dua puluh tujuh koma tiga delapan hektar).

(4) WP RDTR Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi
skala 1:5.000 [satu berbanding lima ribu).

{5) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran |
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

(1) SWP A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a terbagi
menjadi 2 (dua) Blok vang terdiri atas:

b.

Blok A.l1 vaitu sebagian Kecamatan Tangerang dengan luas 751,33
ha (tujuh ratus lima puluh satu koma tiga tiga hektar); dan

Blok A.2 vaitu sebagian Kecamatan Tangerang dengan luas kurang
lebih 771,30 ha (tujuh ratus tujuh puluh satu koma tiga nol hektar).



(2) Blok A.1 sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a terbagi menjadi 5
{lima) Sub Blok yang terdiri atas:
a. Sub Blok A.1.A yaitu Kelurahan Sukarasa dengan luas 74,92 ha
{tujuh puluh empat koma sembilan dua hektar);
b. Sub Blok A.1.B yaitu Kelurahan Sukasari dengan luas 131,98 ha
{seratus tiga puluh satu koma sembilan delapan hektar);
c. Sub Blok A.1.C vaitu Kelurahan Sukaasih dengan luas 81,50 ha
{delapan puluh satu koma lima nol hektar);
d. Sub Blok A.1.D vaitu Kelurahan Tanah Tinggi dengan luas 276,24
ha (dua ratus tujuh puluh enam koma dua empat hektar); dan
e. Sub Blok A.1.E yaitu Kelurahan Buaran Indah dengan luas 186,69
ha (seratus delapan puluh enam koma enam sembilan hektar).
(3) Blok A.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi menjadi 3
(tiga) Sub Blok yvang terdin atas:
a. Sub Blok A.2.A yaitu Kelurahan Babakan dengan luas 197,93 ha
{seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan tiga hektar);
b. Sub Blok A.2.B yaitu Kelurahan Cikokol dengan luas 295,36 ha (dua
ratus sembilan puluh lima koma tiga enam hektar); dan

c. Sub Blok A.2.C yaitu Kelurahan Kelapa Indah dengan luas 278,01
ha [dua ratus tujuh puluh delapan koma nol satu hektar).

Pasal 6
(1) SWP B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (3) hurul b terbagi

menjadi 2 {dua) Blok vang terdiri atas:

a, Blok B.1 yaitu Kecamatan Karawaci dengan luas 1.317,24 ha (seribu
tiga ratus tujuh belas koma dua empat hektar); dan

b. Blok B.2 yvaitu Kecamatan Cibodas dengan luas 897,96 ha (delapan
ratus sembilan puluh tjuh kema sembilan enam hektar].

(2) Blok B.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbagi menjadi

16 (enam belas] Sub Blok yang terdin atas;

a. Sub Blok B.1.A vaitu Kelurahan Koang Jaya dengan luas 103,94 ha
(seratus tiga koma sembilan empat hektar);

b. Sub Blok B.1.B vaitu Kelurahan Nambo Java dengan luas 66,51 ha
(enam puluh enam koma lima satu hektar);

c. Sub Blok B.1.C yaitu Kelurahan Pabuaran Tumpeng dengan luas
69,14 ha (enam puluh sembilan koma satu empat hektar);

d. Sub Blok B.1.D vaitu Kelurahan Pasar Baru dengan luas 112,39 ha
(seratus dua belas koma tiga sembilan hektar);

e, Sub Blok B.1.E yaitu Kelurahan Bugel dengan luas 91,34 ha
(sembilan puluh satu koma tiga empat hektar);

f. Sub Blok B.1.F yaitu Kelurahan Margasari dengan luas 104,21 ha
{seratus empat koma dua satu hektar};

g. Sub Blek B.1.G waitu Kelurahan Sumur Pacing dengan luas 209,79
{dua puluh sembilan koma tujuh sembilan hektar);

h. Sub Blok B.1.H yaitu Kelurahan Pabuaran dengan luas 69,86 ha
{enam puluh sembilan koma delapan enam hektar);

i. Sub Blok B.1.1 vaitu Kelurahan Gerendeng dengan luas 76,76 ha
(tujuh puluh enam koma tujuh enam hektar);

j» Sub Blok B.1.J yaitu Kelurahan Sukajadi dengan luas 71,97 ha
{tujuh puluh satu koma sembilan tujuh hektar);



k. Sub Blok B.1.K yaitu Kelurahan Cimone dengan luas 84,06 ha
{delapan puluh empat koma nol enam hektar);

. Sub Blok B.1.L yaitu Kelurahan Cimone Jaya dengan luas 80,24 ha
{delapan puluh koma dua empat hektar);

m. Sub Blok B.1.M yaitu Kelurahan Karawaci dengan luas 126,88 ha
{seratus dua puluh enam koma delapan delapan hektar);

n. Sub Blok B.1.N yaitu Kelurahan Karawaci Baru dengan luas 54,65
ha (lima puluh empat koma enam lima hektar),

0. Sub Blok B.1.0 yaitu Kelurahan Nusa Jaya dengan luas 71,88 ha
(tujuh puluh satu koma delapan delapan hektar); dan

p. Sub Blok B.1.P yaitu Kelurahan Bojong Jaya dengan luas 103,62 ha
(seratus tiga koma enam dua hektar).

(3] Blok B.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b terbagi menjadi 6

(enam) Sub Blok vang terdiri atas:

a. Sub Blok B.2.A vaitu Kelurahan Jatiuvwung dengan luas 136,94 ha
(seratus tiga puluh enam koma sembilan empat hektar);

b. Sub Blok B.2.B yaitu Kelurahan Uwung Jaya dengan luas 164,86 ha
(seratus enam puluh empat koma delapan enam hektar);

¢, Sub Blok B.2.C vaitu Kelurahan Cibodas dengan luas 134,57 ha
(seratus tiga puluh empat koma lima tujuh hektar);

d. Sub Blok B.2.D vaitu Kelurahan Cibodas Baru dengan luas 77,71 ha
{tujuh puluh tujuh koma tujuh satu hektar);

¢. Sub Blok B.2.E vaitu Kelurahan Cibodasari dengan luas 97,86 ha
(sembilan puluh tujuh koma delapan enam hektar); dan

f. Sub Blok B.2.F vaitu Kelurahan Panunggangan Barat dengan luas
286,02 ha (dua ratus delapan puluh enam koma nol dua hektar).

Pasal 7
(1) SWP C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c terbag
menjadi 2 {dua) Blok yang terdin atas:
a. Blok C.1 yaitu Kecamatan Periuk dengan luas 1.146,35 ha (seribu
seratus empat puluh enam koma tiga lima hektar); dan
b, Blok C.2 vaitu Kecamatan Jatiuwung dengan luas 1.452,35 ha
(seribu empat ratus lima puluh dua koma tiga lima hektar).
(2) Blok C.1 scbagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf a terbagi menjadi 5
(lima) Sub Blok yang terdiri atas:
a. Sub Blok C.1.A vaitu Kelurahan Periuk dengan luas 269,51 ha (dua
ratus enam puluh sembilan koma lima satu hekar);
b. Sub Blok C.1.B vaitu Kelurahan Periuk Jaya dengan luas 284,97 ha
{dua ratus delapan puluh empat koma sembilan tujuh hektar);
c. Sub Blok C.1.C yaitu Kelurahan Gembor dengan luas 207,48 ha
{dua ratus tujuh koma empat delapan hektar);
d. Sub Blok C.1.D vaitu Kelurahan Gebang Raya dengan luas 248,04
ha {dua ratus empat puluh delapan koma nol empat hektar); dan

e. Sub Blok C.1.E yaitu Kelurahan Sangiang Jaya dengan luas 136,35
ha {seratus tiga puluh enam koma tiga lima hektar],

(3) Blok C.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl b terbagi menjadi 6
fenam) Sub Blok yang terdiri atas:

a. Sub Blok C.2.A vaitu Kelurahan Pasir Jaya dengan luas 496,46 ha
(empat ratus sembilan puluh enam koma empat enam hektar),



2.

Sub Blok C.2.B yaitu Kelurahan Alam Java dengan luas 138,18 ha
(seratus tiga puluh delapan koma satu delapan hektar);

Sub Blok C.2.C vaitu Kelurahan Keroncong dengan luas 171,44 ha
(seratus tujuh puluh satu koma empat empat hektar);

Sub Blok C.2.D yaitu Kelurahan Jatake dengan luas 109,08 ha
(seratus sembilan koma nol delapan hektar);

Sub Blok C.2.E yvaitu Kelurahan Manis Jaya dengan luas 162,24 ha
(seratus enam puluh dua koma dua empat hektar); dan

Sub Blok C.2.F vaitu Kelurahan Gandasari dengan luas 374,95 ha
(tiga ratus tujuh puluh empat koma sembilan lima hektar).

Pasal 8

{1) SWP D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d terbagi
menjadi 3 (tiga) Blok yang terdin atas:

a.

b.

=

Blok D.1 vaitu Kecamatan Neglasari dengan luas 1.417,91 ha (seribu
empat ratus tujuh belas koma sembilan satu hektar);

Blok D.2 vaitu Kecamatan Benda dengan luas 2.504 28 ha (dua nibu
lima ratus empat koma dua delapan hektarj; dan

Blok D.3 yaitu Kecamatan Batuceper dengan luas 852,65 ha
(delapan ratus lima puluh dua koma enam lima hektar).

(2) Blok D.1 sebagaimana dimaksued pada ayat (1) hurul a terbagi menjadi 7
(tujuh) Sub Blok vang terdiri atas:

a.

b.

B

Sub Blok D. 1A yvaitu Kelurahan Kedaung Baru dengan luas 121,54
ha (seratus dua puluh satu koma lima empat hektar);

Sub Blok D.1.B vaitu Kelurahan Kedaung Wetan dengan luas 208,40
ha [dua ratus delapan koma empat nol hektar);

Sub Blok D.1.C waitu Kelurahan Selapajang Jaya dengan luas
219,57 ha (dua ratus sembilan belas koma lima tujuh hektar);

Sub Blok D.1.D vaitu Kelurahan Mekarsari dengan luas 216,46 ha
{dua ratus enam belas koma empat enam hektar);

. Sub Blok D.1.E vaitu Kelurahan Neglasari dengan luas 228,38 ha

(dua ratus dua puluh delapan koma tiga delapan hektar);

Sub Blok D.1.F yaitu Kelurahan Karang Sari dengan luas 238,87 ha
(dua ratus tiga puluh delapan koma delapan tujuh hektar); dan

Sub Blok D.1.G vaitu Kelurahan Karang Anyar dengan luas 184,69
ha (seratus delapan puluh empat koma enam sembilan hektar).

(3) Blok D.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi menjadi 5
(lima} Sub Blok yang terdiri atas:

:

b.

Sub Blok D.2.A yvaitu Kelurahan Pajang dengan luas 1.476,45 ha
(seribu empat ratus tujuh puluh enam koma empat lima hektar);

Sub Blok D.2.B vaitu Kelurahan Benda dengan luas 318,32 ha (tga
ratus delapan belas koma tiga dua hektarj;

. Sub Blok D.2.C yaitu Kelurahan Belendung dengan luas 293,07 ha

(dua ratus sembilan puluh tiga koma nol tujuh hektar);

. Sub Blok D.2.D yaitu Kelurahan Jurumudi dengan luas 227,60 ha

(dua ratus dua puluh tujuh koma enam nol hektar); dan

Sub Blok D.2.E vaitu Kelurahan Jurumudi Baru dengan luas 188,83
ha (seratus delapan puluh delapan koma delapan tiga hektar).



(4) Blok D.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc terbagi menjadi 7
{tujuh) Sub Blok yang terdin atas;

.

b.

Sub Blok D.3.A yaitu Kelurahan Batusari dengan luas 153,98 ha
{seratus lima puluh tiga koma sembilan delapan hektar);

Sub Blok D.3.B vaitu Kelurahan Batujayva dengan luas 121,30 ha
(seratus dua puluh satu koma tiga nol hektar);

Sub Blok D.3.C vaitu Kelurahan Batuceper dengan luas 140,99 ha
{(seratus empat puluh koma sembilan sembilan hektar);

Sub Blok D.3.D vaitu Kelurahan Kebon Besar dengan luas 121,63 ha
(seratus dua puluh satu koma enam tiga hektar),

. Sub Blok D.3.E yaitu Kelurahan Poris Gaga Baru dengan luas 94,77

ha (sembilan puluh empat koma tujuh tujuh hektar);
Sub Blok D.3.F vaitu Kelurahan Poris Jaya dengan luas 83,09 ha
(delapan puluh tiga koma nol sembilan hektar); dan

Sub Blok D.3.G yaitu Kelurahan Poris Gaga dengan luas 136,89 ha
{seratus tiga puluh enam koma delapan sembilan hektar).

Pasal 9

(1) SWP E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e terbagi
menjadi 2 (dua) Blok yang terdiri atas:

.

b.

Blok E.1 yaitu Kecamatan Cipondoh dengan luas 1.769,03 ha
(seribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma nol tiga hektar); dan

Blok E.2 vaitu Kecamatan Pinang dengan luas 2.226,99 ha (dua ribu
dua ratus dua puluh enam koma sembilan sembilan hektar).

(2) Blok E.1 scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbagi menjadi
10 (sepuluh) Sub Blok vang terdiri atas:

b.

h.

je

Sub Blok E.1.A vaitu Kelurahan Poris Plawad dengan luas 174,86 ha
(seratus tujuh puluh empat koma delapan enam hektar);

Sub Blok E.1.B vaitu Kelurahan Poris Plawad Utara dengan luas
141,75 ha (seratus empat puluh satu koma tujuh lima hektar];

Sub Blok E.1.C vaitu Kelurahan Poris Plawad Indah dengan luas
220,29 ha (dua ratus dua puluh sembilan koma dua sembilan
hektar);

. Sub Blok E.1.D yaitu Kelurahan Cipondoh Makmur dengan luas

144,13 ha (seratus empat puluh empat koma satu tiga hektar);
Sub Blok E.1.E yvaitu Kelurahan Cipondoh dengan luas 198.52 ha
(seratus sembilan puluh delapan koma lima dua hektar);

Sub Blok E.1.F vaitu Kelurahan Cipondoh Indah dengan luas 133,69
ha (seratus tiga puluh tiga koma enam sembilan hektar];

. Bub Blok E.1.G vaitu Kelurahan Kenanga dengan luas 164,32 ha

(seratus enam puluh empat koma tiga dua hektar);

Sub Blok E.1.H vaitu Kelurahan Ketapang dengan luas 166,13 ha
{seratus enam puluh enam koma satu tiga hektar);

Sub Blok E.1.1 vaitu Kelurahan Gondrong dengan luas 168,62 ha
[seratus enam puluh delapan koma enam dua hektar); dan

Sub Blok E.1.J yaitu Kelurahan Petir dengan luas 247,72 ha (dua
ratus empat puluh tujuh koma tujuh dua hektar).



(3} Blok E.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbagi menjadi
11 {sebelas) Sub Blok vang terdiri atas:

b.

Sub Blok E.2.A vaitu Kelurahan Cipete dengan luas 275,61 ha (dua
ratus tujuh puluh lima koma enam satu hektar);

Sub Blok E.2.B vaitu Kelurahan Pakojan dengan luas 141,93 ha
(seratus empat puluh satu koma sembilan tiga hektar);

Sub Blok E.2.C yaitu Kelurahan Kunciran Jaya dengan luas 317,32
ha (tiga ratus tujuh belas koma tiga dua hektar);

. Sub Blok E.2.D vaitu Kelurahan Nerogtog dengan luas 228,07 ha

fdua ratus dua puluh delapan koma nol tujuh hektar);

. Sub Blok E.2.E yaitu Kelurahan Panunggangan Utara dengan luas

189,99 ha (seratus delapan puluh sembilan koma sembilan sembilan
hektar);

Sub Blok E.2.F yaitu Kelurahan Panunggangan dengan luas 175,06
ha (seratus tujuh puluh lima koma nol enam hektar};

Sub Blok E.2.G yvaitu Kelurahan Panunggangan Timur dengan luas
188,70 ha (seratus delapan puluh delapan koma tujuh nol hektar);
Sub Blok E.2.H vaitu Kelurahan Kunciran dengan luas 221,40 ha
(dua ratus dua puluh satu koma empat nol hektary;

Sub Blok E.2.1 yaitu Kelurahan Kunciran Indah dengan luas 176,73
ha (seratus tujuh puluh enam koma tujuh tiga hektar);

Sub Blok E.2.J vaitu Kelurahan Pinang dengan luas 179,80 ha
(seratus tujub puluh sembilan koma delapan nol hektar); dan

. Sub Blok E.2.K vaitu Kelurahan Sudimara Pinang dengan luas

132,38 ha (seratus tiga puluh dua koma tiga delapan hektar).

Pasal 10

(1) SWP F scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3] hurufl terbagi
menjadi 3 (tiga) Blok vang terdiri atas:

.

b.

.

Blok F.1 vaitu Kecamatan Karang Tengah dengan luas 1.015,23 ha
{seribu lima belas koma dua tiga hektar);

Blok F.2 vaitu Kecamatan Ciledug dengan luas 862,19 ha (delapan
ratus enam puluh dua koma satu sembilan hektar); dan

Blok F.3 vaitu Kecamatan Larangan dengan luas 849 96 ha (delapan
ratus empat puluh sembilan koma sembilan enam hektar).

(2) Blok F.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbagi menjadi 7
(tujuh) Sub Blok yang terdiri atas:

a.

b.

Sub Blok F.1.A yaitu Kelurahan Pondok Bahar dengan luas 149,46
ha (seratus empat puluh sembilan koma empat enam hektar);

Sub Blok F.1.B vaitu Kelurahan Parung Java dengan luas 122,28 ha
(seratus dua puluh dua koma dua delapan hektar);

Sub Blok F.1.C vaitu Kelurahan Karang Mulya dengan luas 232,21
ha (dua ratus tiga puluh dua koma dua satu hektar);

Sub Blok F.1.D vaitu Kelurahan Pedurenan dengan luas 96,36 ha
(sembilan puluh enam koma tiga enam hektar);

Sub Blok F.1.E vaitu Kelurahan Pondok Pucung dengan luas 77,81
ha (tujuh puluh wjuh koma delapan satu hektar);

Sub Blok F.1.F yaitu Kelurahan Karang Tengah dengan luas 194,46
ha {seratus sembilan puluh empat koma empat enam hektar); dan



E.

Sub Blok F.1.G vaitu Kelurahan Karang Timur dengan luas 142,65
ha (seratus empat puluh dua koma enam lima hektar).

(3) Blok F.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi menjadi 8
(delapan) Sub Blok yang terdiri atas:

.

b,

£

h.

Sub Blok F.2.A yaitu Kelurahan Tajur dengan luas 135,99 (seratus
tiga puluh lima koma sembilan sembilan hektar);

Sub Blok F.2.B vaitu Kelurahan Sudimara Selatan dengan luas
109,55 ha (seratus sembilan koma lima lima hektar);

Sub Blok F.2.C vaitu Kelurahan Sudimara Barat dengan luas 99,65
ha (sembilan puluh sembilan koma enam lima hektar);

Sub Blok F.2.D yaitu Kelurahan Sudimara Jaya dengan luas 83,22
ha (delapan puluh tiga koma dua dua hektar);

Sub Blok F.2.E vaitu Kelurahan Sudimara Timur dengan 86,25 ha
(delapan puluh enam koma dua lima hektar);

Sub Blok F.2.F yaitu Kelurahan Parung Serab dengan luas 130,49
ha (seratus tiga puluh koma empat sembilan hektar);

Sub Blok F.2.G vaitu Kelurahan Paninggilan Utara dengan 103,45
ha (seratus tiga koma empat lima hektar); dan

Sub Blok F.2.H vaitu Kelurahan Paninggilan dengan luas 113,58 ha
[seratus tiga belas koma lima delapan hektar).

(4) Blok F.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terbagi menjadi 8
(delapan) Sub Blok vang terdiri atas:

H,

b.

Sub Blok F.3.A yaitu Kelurahan Larangan Utara dengan luas 128,83
ha (seratus dua puluh delapan koma delapan tiga hektar);

Sub Blok F.3.B vaitu Kelurahan Larangan Indah dengan luas 78,37
ha (tujuh puluh delapan koma tiga tujuh hektar];

Sub Blok F.3.C Kelurahan Kreo dengan luas 101,46 ha (seratus satu
koma empat enam hektar];

. Sub Blok F.2.D vaitu Kelurahan Gaga dengan luas 102,61 ha

(seratus dua koma enam satu hektar);

Sub Blok F.3.E vaitu Kelurahan Cipadu dengan luas 81,44 ha
(delapan puluh satu koma empat empat hektar);

Sub Blok F.3.F yaitu Kelurahan Kreo Selatan dengan luas 90,29 ha
(sembilan puluh koma dua sembilan hektar);

Sub Blok F.3.G yaitu Kelurahan Larangan Selatan dengan luas
117,20 ha (seratus tujuh belas koma dua nol hektar); dan

. Sub Blok F.3.H vaitu Kelurahan Cipadu Jaya dengan luas 149,76 ha

(seratus empat puluh sembilan koma tujuh enam hektar).

Pasal 11

(1) Pembagian SWP ke dalam Blok dan Sub Blok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10
digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi
skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribuj.

(2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



BAB 1l
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 12

Tujuan Penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah
mewujudkan ruang kota berkarakter aerotropolis yang merupakan bagian
dari Kawasan Strategis Nasional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,
Puncak dan Cianjur.

Pasal 13

Tujuan Penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berisi tema
penataan yang terdiri atas:

A.

tema penataan SWP A vaitu menjadikan SWP A sebagai pusat
pemerintahan, pendidikan, budaya, perdagangan dan jasa dengan skala
pelayanan regional yang berwawasan lingkungan;

tema penataan SWP B yaitu menjadikan SWP B sebagai kawasan
permukiman yang nyaman dan berwawasan lingkungan;

tema penataan SWP C yaitu menjadikan SWP C sebagai kawasan
ckonomi cepat tumbuh yang memiliki daya saing industri dan daya
saing investasi yvang berwawasan lingkungan dengan dukungan
infrastruktur vang lavak;

. tema penataan SWP D yaitu menjadikan SWP D secbagai kawasan

ekonomi cepat tumbuh yang terkait dengan operasional Bandar Udara
Soekarno-Hatta;

. tema penataan SWP E yaitu menjadikan SWP E sebagai kawasan

permukiman dan kawasan wisata yang aman, nyaman, hijau dan
berwawasan lingkungan; dan

tema penataan SWP F yaitu menjadikan SWP F sebagai kawasan
permukiman yang nyaman dengan aksesibilitas vang tinggi.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢

terdiri atas:

Rencana Pengembangan Pusat Pelavanan;
Rencana Jaringan Transportasi;

Rencana .Jaringan Energy;

. Rencana Jaringan Telekomunikasi;
Rencana Jaringan Sumber Daya Air;
Rencana Jaringan Air Minum;

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun;

Rencana Jaringan Persampahan;
Rencana Jaringan Drainase; dan
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya.

®mopangs
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(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi
skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu).

(3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran
11l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 15

(1) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 avat (1) huruf a terdiri atas:

a. Pusat Pelavanan Kota atau Kawasan Perkotaan;

b, Sub Pusat Pelayanan Kota atau Kawasan Perkotaan; dan

¢, Pusat Pelayanan Lingkungan.

(2) Pusat Pelayanan Kota atau Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a berupa pusat pemerintahan daerah yang terdapat

di SWP A pada Blok A.1.C dengan fungsi sebagai:

a. pusat pemerintahan;

b. pusat pelayanan umum meliputi pendidikan, kesehatan, olahraga,
budaya, keagamaan; dan

¢, pusat perdagangan dan jasa.

(3) Sub Pusat Pelayanan Kota atau Kawasan Perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Sub Pusat Pelayanan Kota atau Kawasan Perkotaan Terminal
Cimone dengan fungsi sebagai kawasan transit vang terdapat di SWP
B pada Sub Blok B.1.L;

b. S8ub Pusat Pelayanan Kota atau Kawasan Perkotaan Rantor
Kecamatan Jatiuwung dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan
(civic center] vang terdapat di SWP C pada Sub Blok C.2.C;

e. Sub Pusat Pelayanan Kota atau Kawasan Perkotaan Pasar Duta
Garden dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa yang
terdapat di SWP D pada Sub Blok D.2.E;

d. Sub Pusat Pelayvanan Kota atau Kawasan Perkotaan Kantor
Kecamatan Cipondoh dengan fungsi scbagai pusat pemerintahan
(eivic center} yang terdapat di SWP E pada Sub Blok E. 1.E; dan

e. Sub Pusat Pelayanan Kota atau Kawasan Perkotaan CBD Ciledug
dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa yang terdapat di
SWP F pada Sub Blok F.1.F.

(4) Pusat Pelayanan Lingkungan scbagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf ¢ berupa Pusat Lingkungan Kecamatan yang terdin atas:

a. Pusat Lingkungan Kecamatan Pasar Modern Modernland dengan
fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa vang terdapat di SWP A
pada Sub Blok A.2.A;

b. Pusat Lingkungan Kecamatan Pasar Baru dengan fungsi sebagai
pusat perdagangan dan jasa vang terdapat di SWP B pada Sub Blok
B.1.C;

¢. Pusat Lingkungan Kecamatan Pasar Malabar dengan fungsi sebagai
pusat perdagangan dan jasa yang terdapat di SWP B pada Sub Blok
B.2.E;



. Pusat Lingkungan Kecamatan Kantor Kecamatan Periuk dengan

fungsi sebagai pusat pemerintahan (civie center] yang terdapat di
SWP C pada Sub Blok C.1.A;

Pusat Lingkungan Kecamatan Pasar Doyong dengan fungsi sebagai
pusat perdagangan dan jasa yang terdapat di SWP C pada Sub Blok
C.2.B;

Pusat Lingkungan Kecamatan M1 dengan fungsi sebagai kawasan
transit vang terdapat di SWP D pada Sub Blok D.2.A;

Pusat Lingkungan Kecamatan Pasar Kebon Besar dengan fungsi
sebagai pusat perdagangan dan jasa yvang terdapat di SWP D pada
Sub Blok D.A.Dy;

. Pusat Lingkungan Kecamatan Pasar Poris Indah dengan fungsi

sebagai pusat perdagangan dan jasa vang terdapat di SWP E pada
Sub Blok E.1.D;

Pusat Lingkungan Kecamatan Pasar Bengkok dengan fungsi sebagai
pusat perdagangan dan jasa yang terdapat di SWP E pada Sub Blok
E2.K;

Pusat Lingkungan Kecamatan Kawasan Metro Permata dengan
fungsi scbagai pusat perdagangan dan jasa yvang terdapat di SWFP F
pada Sub Blok F.1.C;

Pusat Lingkungan Kecamatan Pasar Lembang dengan fungsi sebagai
pusat perdagangan dan jasa yang terdapat di SWP F pada Sub Blok
F.2.G; dan

Pusat Lingkungan Kecamatan Pasar Kreo dengan fungsi scbagai
pusat perdagangan dan jasa yang terdapat di SWP F pada Sub Blok
F.3.E.

(5) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan detail
informasi skala 1:5.000 [satu berbanding lima ribu).

(6) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5] tercantum dalam Lampiran
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota

1INk

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 16

(1) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf b terdiri atas:

SgeFT TR AD T

Jalan Arteri Primer;

Jalan Arteri Sekunder;

Jalan Kolektor Pnmer;

Jalan Kolektor Sekunder;
Jalan Lokal Sekunder;

Jalan Lingkungan Sekunder;
Jalan Khusus;

Jalan Tol;

Terminal Penumpang Tipe A;
Terminal Penumpang Tipe B;
Terminal Penumpang Tipe C;
Jembatan Timbang;

Jembatan;

Halte;



(2)

(3

o. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan;

p. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus;

g. Stasiun Kereta Api;

r. Alur-Pelayaran Kelas lII; dan

s, Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayvanan Primer.

Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi
skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu).

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini,

Pasal 17

Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf
a terdiri atas:

a.

b.

0

2% -

Jin. Daan Mogot (Tangerang — Bts. DKI) vang terdapat di SWP A dan
SWP D;

Jin. Sudirman (Akses Terminal Poris Plawad) [Tangerang) vang terdapat
di SWP A;

Jin, Benteng Betawi (Akses Terminal Poris Plawad) (Tangerang) vang
terdapat di SWP A dan SWP E;

Jln. KS. Tubun (Tangerang) vang terdapat di SWP A dan SWP B;

Jin. Otista (Tangerang) vang terdapat di SWP B; dan

Jin. Rava Serang vang terdapat di SWP A, SWP B dan SWP C.

Pasal 18

Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf b terdiri atas:
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JI. Atang Sanjaya yang terdapat di SWP D;

Jl. Benteng Betawi vang terdapat di SWP D dan SWF E;

Jl. Boulevard Gajah Mada vang terdapat di SWP B dan SWP E;

J1. Bouragq (Lio Baru) vang terdapat di SWP D;

JI. Chairil Anwar - Joglo yang terdapat di SWP F;

Jl. Dr. Seetomo vang terdapat di SWP F;

JI. Faliman Jaya yang terdapat di SWP D;

Jl. Frontage Sisi Selatan Tol Jakarta — Tangerang vang terdapat di SWP
dan SWP F;

J1. Frontage Sisi Utara Tol Jakarta - Tangerang vang terdapat di SWP E

dan SWP F;

Jl. Garuda yang terdapat di SWP L}

Jl. Gempol Raya yvang terdapat di SWP E;

Jl. Halim Perdana Kusuma yang terdapat di SWP D;

.J1. Husein Sastranegara (AMD) vang terdapat di vang terdapat di SWP

D

Jl. Husein Sastranegara (Duta Garden) yang terdapat di SWP Dy

JI. Husein Sastranegara (STA 11) yang terdapat di SWP D;

Jl. Imam Bonjol yang terdapat di SWP B;

Jl. Imam Bonjol (akses tol) yvang terdapat di SWFP B;

Jl. Jalur Sutera Barat vang terdapat di SWP E;

Jl. Jalur Sutra Boulevard vang terdapat di SWP E;

Jl. Jembatan Baru vang terdapat di SWP B dan SWP D;

Jl. K8. Tubun vang terdapat di SWP B;

Jl. Kyai Maja yvang terdapat di SWP E;

. JI. Lingkar (Looping) Sangengo yang terdapat di SWP B;



x. Jl. M. Toha vang terdapat di SWP B dan SWP C;

v. Jl. Marsekal Suryadarma yang terdapat di SWP D;

#. .Jl. Pajajaran yang terdapat di SWP B dan SWP C;

aa..Jl. Palem Raja Rava vang terdapat di SWP B;

bb. JI. Pembangunan 3 (Karangsari Raya) vang terdapat di SWP A dan SWP
D;

cc. Jl. Perancis yang terdapat di SWP D;

dd. Jl. Pinang - Kunciran yang terdapat di SWP E;

ee. Jl. Prabu Kiansantang yvang terdapat di SWP C;

ff. Jl. Proklamasi yang terdapat di SWP B,

ge. Jl. Raden Saleh vang terdapat di SWP F,

hh.Jl. Saluran Irigasi Cisadane Barat (Sangego) vang terdapat di SWP B
dan SWP C;

. Jl. Saluran Irigasi Cisadane Timur (Jl. Sukamandi, Jl. H. Kilin) vang
terdapat di SWP D;

ii. J1. Siliwangi yang terdapat di SWP C;

kk. Jl. Sisi Selatan Saluran Irigasi Cisadane Timur vang terdapat di SWP
D;

Il. JI. Sisi Selatan Saluran Mookervart yang terdapat di SWP A, SWP D
dan SWP E;

mim. Jl. Tangerang-Bandara Sockarno Hatta (STA 11) vang terdapat
di SWP D, SWP E dan SWP F;

nn. J1. Tembus Husein = Perancis (STA 11) vang terdapat di SWP Dy,

oo.Jl. Tembus KS. Tubun - Lio Baru vang terdapat di SWP B dan SWP D;
dan

pp. JL Teuku Umar yang terdapat di SWP A dan SWP B.

Pasal 19

(1) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1]
huruf ¢ terdin atas:
a. Jalan Kolektor Primer Dua atau JKP-2; dan
b. .Jalan Kolektor Primer Tiga atau JKP-3.

(2) Jalan Kolektor Primer Dua atau JKP-2 sebagaimana dimaksud pada
ayvat (3) hurufl a terdini atas:
a. Jl. Raya By Pass Tangerang (Jl. Sudirman) yang terdapat di SWP A;
b. Jl. Raya Cipondoh (JI. Hasyim Ashari) vang terdapat di SWP A, SWP

E dan SWP F;

Jl. HOS Cokroaminoto vang terdapat di SWP F;

Jl. Raden Fatah (Ciledug) vang terdapat di SWP F;

JI. M.H. Thamrin vang terdapat di SWP A dan SWP E; dan

JI. Serpong Raya vang terdapat di SWP E.

(3) Jai&m Kolektor Primer Tiga atau JKP-3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) hurul b yaitu Simpang CGading Serpong - Serenade - Kebon
Nanas vang terdapat di SWP E.

~han

Pasal 20

Jalan Kolektor Sekunder scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf d tersebar di seluruh WP.

Pasal 21

Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf e tersebar di seluruh WP.



Pasal 22

Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf {f meliputi jalan-jalan di wilayah perumahan vang tersebar di
seluruh WP,

Pasal 23

Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1] hurufl g
meliputi jalan - jalan yang terdapat di dalam kawasan industri, pusat
perbelanjaan, kawasan bandar udara dan kawasan pertahanan dan
keamanan vang terdapat di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D dan SWP E.

Pasal 24

Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h terdiri
Alas:
a. Ruas Jalan Tol Cengkareng - Batuceper - Kunciran [JORR [I) vang
terdapat di SWP A, SWP D dan SWP E;
b. Ruas Jalan Tol Jakarta - Tangerang vang terdapat di SWP B, SWP E
dan SWP F;
Ruas Jalan Tol Cikunir - Karawaci (Elevated) vang terdapat di SWP B,
SWP E dan SWP F;
. Ruas Jalan Tol Kunciran - Serpong yang terdapat di SWP E;
Ruas Jalan Tol Semanan - Balaraja vang terdapat di SWP D;
Ruas Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatme vang terdapat di SWP D;
Ruas Jalan Tol Tomang - Pluit - Bandara yang terdapat di SWP D;
. Ruas Jalan Tel Jatimulya (Sepatan Timur) - Bandara Soetta yang
terdapat di SWP D; dan
Ruas Jalan Tol Batuceper - Bitung (JORR [ll) vang terdapat di SWP B
dan SWP C.
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Pasal 25

Jalan Arteri Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Primer, Jalan
Kolektor Sekunder dan Jalan Lokal Sekunder dan Jalan Tol sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal
22, Pasal 23 dan Pasal 24 memiliki ketentuan yang tercantum dalam
Lampiran VI Tabel Jaringan Jalan wvang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Wali Kota ini,

Pasal 26
Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayatl

(1) huruf i yaitu Terminal Poris Plawad vang terdapat di SWP E pada Sub
Blok E. 1.A.

Pasal 27

Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf j terdiri atas:

a. Terminal Cadas vang terdapat di SWP C pada Sub Blok C.1.A; dan

b. Terminal Ciledug vang terdapat di SWP F pada Sub Blok F.2.C.



Pasal 28

Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) huruf k terdiri atas:

a. Terminal Pasar Baru yang terdapat di SWP B pada Sub Blok B.1.D;
dan

b. Terminal Cimone yang terdapat di SWP B pada Sub Blok B.1.L.

Pasal 29

Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf |
vaitu Jembatan Timbang Batuceper vang terdapat di SWP D pada Sub
Blok D.3.C.

Pasal 30

(1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m
terscbar di seluruh WP,

(2} Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci tercantum
dalam Lampiran VIl Tabel Jembatan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 31
Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 avat (1) huruf n terdapat di:

a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.C, Sub Blok
A.1.D, Sub Blok A.1.E, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B dan Sub Blok
A2.C;

b. SWP B pada Sub Blok B.1,A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.1.C, Sub
Blok B.1.D, Sub Blok B.1.F, Sub Blok B.1.H, Sub Blok B.1.1, Sub Blok
B.1.J, Sub Blok B.1.K, Sub Blok B.1.L, Sub Blok B.1.M, Sub Biok
B.1.N, Sub Blek B.1.0, Sub Blok B.1.P, Sub Bloek B.2.A, Sub Blok
B.2.B, Sub Blok B.2.C, Sub Blok B.2.D, Sub Blok B.2.E dan Sub Blok
B.2.F;

c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.C, Sub
Blok C.1.D, Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.2.C, Sub Blok C.2.D dan Sub
Blok C.2.F;

d. SWP D pada Sub Blok D.1.C, Sub Blok D.1.D, Sub Blok D.1.E, Sub
Blok D.1.F, Sub Blok D.2.A dan Sub Blok D.3.D;

e. SWP E pada Sub Blok E.1.A, Sub Blok E.1.B, Sub Blok E.1.C, Sub
Blok E.1.E, Sub Blok E.1.G, Sub Blok E.2.D, Sub Blok E.2.E, Sub Blok
E.2.F, Sub Blok E.2.J dan Sub Blok E.2.K; dan

[. Sub Blok F.1.D, Sub Blok F.1.F dan Sub Blok F.3.A.

Pasal 32

(1) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf o terdiri atas:
a. Jalur Kereta Rel Listrik;
b. Jalur MRT; dan
¢. Jalur LET.

(2) Jalur Kereta Rel Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a
terdin atas:
a. Jalur KRL Rute Tangerang - Duri yang terdapat di SWP A, SWP D

dan SWP E;



b. Jalur Kereta Bandara rute Manggarai - Sudirman - Dun -
Batuceper - Bandar Udara Soekarno-Hatta yang terdapat di SWP A,
SWP D dan SWP E; dan

¢. Jalur KRL Rute Balaraja-Tangerang vang terdapat di SWP A, SWP B
dan SWP C.

(3) Jalur MRT scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b yaitu Jalur
MRT Timur - Barat Cikarang - Balaraja yang terdapat di SWP B, SWP
E dan SWP F.

{4) Jalur LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri atas:

a. Jalur LRT Bandara Soetta — Ancol — Kemayoran — Cempaka Putih
yvang terdapat di SWP D;

b. Jalur Express Line Bandara Soekarno Hatta rute Manggarai -
Sudirman - Tanah Abang — Angke - Pluit - Bandara Soekarno Hatta
vang terdapat di SWP D,

¢. Jalur LRT Palmerah — Bandar Udara Seekarno Hatta yang terdapat
di SWP D,

d. Jalur LRT Kosambi - Soekarno Hatta International Airport vang
terdapat di SWP D;

e. Jalur LRT Batuceper - Serpong yang terdapat di SWP A dan SWP E;
dan

f. Jalur LRT Cadas - Tangerang vang terdapat di SWP A, SWP B dan
SWPC.

Pas=al 33

Jaringan Jalur Kereta Api Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 avat (1) huruf p adalah KA Lavang Bandar Udara Internasional
Soekarno-Hatta yang terdapat di SWP D.

Pasal 34

(1) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

huruf q terdiri atas:

a. Stasiun Penumpang Sedang; dan

b. Stasiun Penumpang Kecil.

(2} Stasiun Penumpang Sedang scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdin atas:

a. Stasiun Commuter Line St. Tangerang vang terdapat di SWP A pada
Sub Blok A.1.A;

b. Stasiun Commuter Line St. Tanah Tinggi vang terdapat di SWP A
pada Sub Blok A.1.D;

¢. Stasiun Commuter Line St. Batuceper yang terdapat di SWP E pada
Sub Blok E. 1.A;

d. Stasiun Commuter Line St. Poris vang terdapat di SWP D pada Sub
Blok D.3.G;

e, Stasiun Kereta Api Bandara 5t. Bandara Sockarno-Hatta yvang
terdapat di SWP D pada Sub Blok D.2.A;

f. Stasiun Kereta Api Bandara 5t. Batuceper vang terdapat di SWP E
pada Sub Blok E.1.A;

g Stasiun LRT St, Bandara Soekarno-Hatta yang terdapat di SWP D
pada Sub Blok D.2.A;

h. Stasiun LRT St. Dadap vang terdapat di SWP D pada Sub Blok
D.2.B;

i. Stasiun MRT Kebon Nanas vang terdapat di SWP E pada Sub Blok
E.2.E;



i, Stasiun MRT Alam Sutera vang terdapat di SWP E pada Sub Blok

k. gtis?x;n MRT Kunciran yang terdapat di SWP E pada Sub Blok

. gtis[l:ﬁn MRT Hasyim Ashari vang terdapat di SWP E pada Sub Blok

m. glisi;:a EET Karang Tengah yang terdapat di SWP F pada Sub
Blok F.1.B.

(3) Stasiun Penumpang Kecil scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b

terdiri atas:

a. Stasiun KA Lavang Bandar Udara Internasional Sockarno-Hatta
vang terdapat di SWP D pada Sub Blok D.2.A;

b. Shelter KA Layang Terminal 1 yang terdapat di SWP D pada Sub
Blok D.2.A;

c. Shelter KA Lavang Terminal 2 yang terdapat di SWP D pada Sub
Blok D.2.A; dan

d. Shelter KA Lavang Terminal 3 vang terdapat di SWP D pada Sub
Blok D.2.A.

Pasal 35

Alur-Pelayaran Kelas 1l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf r vaitu berupa Waterways Cisadane yang berada di sepanjang
sungai Cisadane terdapat di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D dan SWP E.

Pasal 36

Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf s berupa Bandar Udara Internasional
Soekarno - Hatta yang terdapat di SWP D pada Sub Blok D.2.A.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energ

Pasal 37

(1) Rencana Jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayart (1)
huruf ¢ terdiri atas:

a.
b.

k

SR e an

Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi,;
Jaringan yvang Menvalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan -
Konsumen;

PLTS;

Pembangkit Listrik Lainnva;

SUTET;

SUTT;

Saluran Transmisi Lainnva;

SUTM;

SUTR;

SKTM; dan

Gardu Listrik.

(2) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi
skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu).

(3) Peta sebagaimana dimaksud pada avat (2) tercantum dalam Lampiran
VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota

Ini.



Pasal 38

Infrastruktur Minyak dan (Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1) huruf a vaitu Sarana Penyimpanan Bahan Bakar berupa DPPU
Pertamina Aviation Sockarno Hatta vang terdapat di SWP D pada Sub Blok
D.2.A.

Pasal 39

Jaringan vang Menyvalurkan Gas Bumi dan Kilang Pengolahan - Konsumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1} huruf b berupa Jaringan
Distribusi Gas vang terdapat di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D dan SWPE.

Pasal 40

PLTS sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) huruf ¢ berupa PLTS Atap
Ongrid PLN vang terdapat di SWP A pada Sub Blok A.1.B.

Pasal 41

Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
huruf d vaitu Pengelolaan Sampah Energi Listrik atau PSEL Kota Tangerang
vang terdapat di SWP C pada Sub Blok C.2.F

Pasal 42
SUTET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e terdin atas:

a. SUTET 500 KV Gandul - Kembangan vang terdapat di SWP F; dan
b. SUTET 500 KV Balaraja - Kembangan vang terdapat di SWP A, SWP B,
SWP C dan SWP E.

Pasal 43
SUTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf [ terdin atas:

a. SUTT 150 kV Tangerang - Cengkareng vang terdapat di SWP A, SWP D
dan SWP E;
b. SUTT 150 kV Cengkareng - Tangerang Baru (1) vang terdapat di SWP B,
SWP C dan SWP D;
e. SUTT 150 kV Cengkareng - Tangerang Baru (2) vang terdapat di SWP B,
SWP C dan SWP D;
SUTT 150 KV Lontar - Tangerang Baru vang terdapat di SWP C;
SUTT 150 KV Cikupa - Jatake vang terdapat di SWPC;
SUTT 150 kV Jatake - Tangerang vang terdapat di SWP A, SWP B, SWP
C dan SWP E;
SUTT 150 kV Duri Kosambi - Cengkareng vang terdapat di SWP D dan
SWP E;
SUTT 150 KV Kembangan — Curug yang terdapat di SWP E dan SWP F;
SUTT 150 kV Kembangan - Ciledug vang terdapat di SWP E dan SWFP F;
SUTT 150 kV Ciledug - Alam Sutera yang terdapat di SWP E;
SUTT 150 kV Alam Sutera - Cikupa vang terdapat di SWP E;
SUTT 150 kV Duri Kosambi - Petukangan vang terdapat di SWP F;
.SUTT 150 kV Indonesia Torray Syntethics - Inc, (Tangerang Baru -
Cengkareng) yang terdapat di SWP B; dan
n. SUTT 150 kV Kembangan [I/Metland Cyber City - Inc. (Ciledug -
Kembangan) vang terdapat di SWP F.

il -
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Pasal 44

Saluran Transmisi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
huruf g berupa Saluran Kabel Tegangan Tinggi atau SKTT yang terdiri atas:

~aapop

SKTT 150 kV Senayan - Petukangan yang terdapat di SWP F;

SKTT 150 kV Jatake - Maximangando yang terdapat di SWP C;

SKTT 150 kV Jalur Summarecon — Alam Sutera vang terdapat di SWP E;
SKTT 150 kV Jalur Ciledug - Alam Sutera yang terdapat di SWP E;

SKTT 150 kV Jalur Alam Sutera - Ciledug yang terdapat di SWP E;

SKTT 150 kV Jalur Ciledug - Kembangan yvang terdapat di SWFP E dan

SWP F; dan
g. Saluran Kabel Interkoneksi PSEL Kota Tangerang — Gl Jatake yang

terdapat di SWP C.

Pasal 45

SUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h tersebar di
seluruh WP,

Pasal 46

SUTR scbagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j tersebar di
seluruh WP.

Pasal 47

SKTM secbagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf 1 dapat
terintegrasi dengan Saluran Utilitas Terpadu atau Multi Unlity Tunnel vang
tersebar di seluruh WP.

Pasal 48
(1) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) hurul k
terdiri atas:
a. GI;
b. Gardu Hubung: dan

L+

Gardu Distribusi.

(2) Gl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdini atas:

b.

L o=

Gl 150 kV Tangerang Lama terdapat di SWP A pada Sub Blok A.2.C;
GIS 150 kV Indonesian Toray Synthetic (ITS] yang terdapat di SWP B
pada Sub Blok B.1.D;

GI 150 kV Tangerang Baru yang terdapat di SWP C pada Sub Blok
C.1.B;

d. GI 150 kV Jatake yang terdapat di SWP C pada Sub Blok C.2.F;

TR S n

—
=

Gl 150 kV Maximangando vang terdapat di SWP C pada Sub Blok
C.2.F;

Gl 150 kV Cengkareng yang terdapat di SWP D pada Sub Blok D.3.B;
Gl 150 kV Ciledug vang terdapat di SWP E pada Sub Blok E.2.D;

. GIS 150 kV Alam Sutera vang terdapat di SWP E pada Sub Blok

E.2.G: dan
GIS 150 kV Kembangan 11/ Metland Cyber City yang terdapat di SWP
F pada Sub Blok F.1.B.

(3) Gardu Hubung sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b terdapat di:



a, SWP A pada Sub Blok A.1.D, Sub Blok A.2.A dan Sub Blok A.2.B;

b. SWP B pada Sub Blok B.1.D, Sub Blok B.1.L dan Sub Blok B.2.A, Sub
Blok B.2.F;

c. SWPC pada Sub Blok C.1.A, Sub Blek C.1.C, Sub Blok C.2.A dan Sub
Blok C.2.F;

d. SWP D pada Sub Blok D.2.D, Sub Blok D.2.E dan Sub Blok D.3.D;

e. SWP E pada Sub Blok E.1.A, Sub Blok E.1.H, Sub Blok E.2.D dan
Sub Blok E.2.K; dan

f. SWP F pada Sub Blok F.1.C, Sub Blok F.1.F, Sub Blok F.2.A dan Sub
Blok F.3.A.

(4) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ tersebar di
seluruh WP.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 49

{1} Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 avat (1) huruf d terdiri atas:

a, Janngan Tetap,

b. Jaringan Bergerak Terestrial; dan
c. Jaringan Bergerak Seluler.

[2) Rencana Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi
skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu).

(3] Peta sebagaimana dimaksud pada avat (2) tercantum dalam Lampiran IX
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 50

(1) Jaringan Tetap scbagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a
terdiri atas:

a, Jaringan Serat Optik;
b. STO;

c¢. Rumah Kabel; dan
d. Kotak Pembagi.

(2) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
terintegrasi dengan Saluran Utilitas Terpadu atau Multi Utility Tunnel
yvang tersebar di seluruh WP.

(3) STO sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b terdin atas:

STO Cikokol yang terdapat di SWP A pada Sub Blok A.2.C;

STO Pasar Baru yang terdapat di SWP B pada Sub Blok B.1.D;

STO Gandasari yang terdapat di SWP C pada Sub Blok C.2.F,;

. 8TO Bandara Soekarno Hatta yang terdapat di SWP D pada Sub Blok

D.2.A;
e. STO Cipondoh yang terdapat di SWP E pada Sub Blok E.1.B; dan
f. STO Ciledug yang terdapat di SWP F pada Sub Blok F.2.E.

(4) Rumah Kabel scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdapat di:

a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.C, Sub
Blok A.1.D, Sub Blok A.1.E, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B dan Sub
Blok A.2.C;

b. SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.1.C, Sub
Blok B.1.D, Sub Blok B.1.F, Sub Blok B.1.H, Sub Blok B.1.], Sub Blok
B.1.J, Sub Blok B.1.K, Sub Blok B.1.L, Sub Blok B.1.M, Sub Blok
B.1.N, Sub Blok B.1,0, Sub Blok B.1.P, Sub Blok B.2.A, Sub Blok

RooR
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L.

B.2.B, Sub Blok B.2.C, Sub Blok B.2.D, Sub Blek B.2.E dan Sub Blok
B.2.F;

SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.D, Sub
Blok C.1.E, Sub Blok C.2.D, Sub Blok C.2.E dan Sub Blek C.2.F;

. SWP D pada Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.1.C, Sub Blok D.1.D, Sub

Blok D.1.E, Sub Blok D.1.F, Sub Blok D.1.G, Sub Blok D.2.E, Sub
Blok D.3.B, Sub Blok D.3.C, Sub Blok D.3.D, Sub Blok D.3.E, Sub
Blok D.3.F dan Sub Blok D.3.G;

SWP E pada Sub Blok E.1.A, Sub Blok E.1.B, Sub Blok E.1.C, Sub
Blok E.1.D, Sub Blok E.1.E, Sub Blok E.1.F, Sub Blok E.1.G, Sub
Blok E.1.H, Sub Blok E. 1.1, Sub Blok E.1.J, Sub Blok E.2.A, Sub Blok
E.2.B, Sub Blok E.2.D dan Sub Blok E.2.E; dan

SWP F pada Sub Blok F.1.A.

(5) Kotak Pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:

a.

SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.C, Sub
Blok A.1.D, Sub Blok A.1.E, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B dan Sub
Blok A.2.C;

SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.1.C, Sub
Blok B.1.D, Sub Blok B.1.E, Sub Blok B.1.F, Sub Blok B.1.G, Sub
Blok B.1.H, Sub Blok B. 1.1, Sub Blok B.1.J, Sub Blok B.1.K, Sub Blok
B.1.L, Sub Blok B.1.M, Sub Blok B.1.N, Sub Blok B.1.0, Sub Blok
B.1.P. Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.2.C, Sub Blok
B.2.D, Sub Blok B.2.E dan Sub Blok B.2.F;

SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.C, Sub
Blok C.1.D, Sub Blok C.1.E, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub
Blok C.2.C, Sub Blok C.2.D, Sub Blok C.2.E dan Sub Blok C.2.F;

SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.1.C, Sub
Blok D.1.D, Sub Blok D.1.E, Sub Blok D.1.F, Sub Blok D.1.G, Sub
Blok D.2.A, Sub Blok D.2.C, Sub Blok D.2.D, Sub Blok D.2.E, Sub
Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.3.C, Sub Blok D.3.D, Sub
Blok D.3.E, Sub Blok D.3.F dan Sub Blok D.3.G;

SWP E pada Sub Blok E.1.A, Sub Blok E.1.B, Sub Blek E.1.C, Sub
Blok E.1.D, Sub Blok E.1.E, Sub Blok E.1.F, Sub Blok E.1.G, Sub
Blok E.1.H, Sub Blok E.1.1, Sub Blok E.1.J, Sub Biok E.2.A, Sub Blok
E.2.B, Sub Blok E.2.C, Sub Blok E.2.0, Sub Blok E.2.E dan Sub Blok
E.2.G; dan

SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.B dan Sub Blok F.3.D.

Pasal 51

Jaringan Bergerak Terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
(1) huruf b terdiri atas:

a. Infrastruktur Jaringan Mikro Digital vang tersebar di seluruh WP; dan

b. Stasiun Transmisi Sistemn Televisi vang teridiri atas:

. Tower Jawa Pos vang terdapat di SWP E pada Sub Blok E.2.J; dan

2. CTV Banten yang terdapat di SWP F pada Sub Blok F.1.C.

Pasal 52

Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
huruf ¢ berupa Menara Base Transceiver Station atau BTS yang terscbar di
seluruh WP.



Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Dava Air

Pasal 53

(1) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. Sistem Jaringan [rigasi;
b. Sistem Pengendalian Banjir; dan
c. Bangunan Sumber Daya Air,

(2) Rencana Jaringan Sumber Daya Air pada ayat (1) digambarkan pada
peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 [satu
berbanding lima ribuy).

(3) Peta scbagaimana dimaksud pada avat (2) tercantum dalam Lampiran X
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wah Kota ini.

Pasal 54
Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1)
huruf a berupa Jaringan Irigasi Primer vang terdiri atas:
a. Saluran Induk Cisadane Utara vang terdapat di SWP B dan SWP D;
b. Saluran Induk Cisadane Timur vang terdapat di SWP D; dan
¢. Saluran Induk Cisadane Barat yang terdapat di SWP B dan SWP C.

Pasal 55
(1) Sistern Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat
(1) huruf b terdiri atas:
a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
b. Bangunan Pengendalian Banjir,
(2) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a terdiri atas:
a. Sungai Cisadane yang terdapat di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D
dan SWP E;
Kali Sabi vang terdapat di SWP B dan SWP C:
Kali Cirarab vang terdapat di SWP C;
Kali Angke vang terdapat di SWP E dan SWP F,;
Kali Wetan vang terdapat di SWP F;
Kali Serua yang terdapat di SWP F;
Saluran Pembuang Mookervart vang terdapat di SWP A, SWP B, SWP
D dan SWP E;
Saluran Pembuang Tanah Tinggi vang terdapat di SWP A dan SWP E;
Saluran Pembuang Aster vang terdapat di SWP B;
Saluran Pembuang Cibodas yvang terdapat di SWP B;
Saluran Pembuang Cicayur vang terdapat di SWP A dan SWP B;
Saluran Pembuang Rawa Cipondoh vang terdapat di SWP D dan
SWP E; dan
m. Saluran Pembuang Sekunder Pondok Bahar vang terdapat di SWP F.
(3) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdapat di:
a. SWP B pada Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.1.K, Sub Blok B.1.N, Sub
Blok B.2.C dam Sub Blok B.2,F;
b. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.C, Sub
Blok C.1.D dan Sub Blok C.2.B;
c. SWP D pada Sub Blok D.1.D, Sub Blok D.1.E, Sub Blok D.2.E, Sub
Blok D.3.C dan Sub Blok D.3.F;
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d. S:.FP E pada Sub Blok E.1.D, Sub Blok E.l1.J dan Sub Blok E.2.J;
n
e. SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F. 1.C, Sub Blek F.1.D, Sub
Blok F.1.G, Sub Blok F.2.A, Sub Blok F.2.B, Sub Blok F.2.F, Sub
Blok F.2.G, Sub Blok F.2.H, Sub Blok F.3.A dan Sub Blok F.3.H.

Pasal 56

Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

huruf b berupa Pintu air terdapat di:

a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.C, Sub Biok
A.1.D, Sub Blok A.2.A dan Sub Blok A.2.B:

b. SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.1.C, Sub Blok
B.1.D, Sub Blok B.1.E, Sub Blok B.1.F, Sub Blok B.1.H, Sub Blok B.1.1,
Sub Blok B.1.J, Sub Blok B.1.K, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub
Blok B.2.C dan Sub Blok B.2.F;

c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.C, Sub Blok
C.1.D, Sub Blok C.1.E dan Sub Blok C.2.B;

d. SWP D pada Sub Blok D.1,B, Sub Blok D.1.C, Sub Blok D.1.D, Sub Blok
D.1.F, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.2.C, Sub Blok D.2.B dan Sub Blok
D.3.C;

¢. SWP E pada Sub Blok E.1.C, Sub Blok E.1.D, Sub Blok E.1.E, Sub Blok
E.LF. Sub Blok E.2.D dan Sub Blok E.2.J; dan

f. SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.C, Sub Blok F.1.D, Sub Blok
F.1.G, Sub Blok F.2.A, Sub Blok F.2.B, Sub Blok F.2.G, Sub Blok F.2.H,
Sub Blok F.3.A, Sub Blok F.3.D dan Sub Blok F.3.G.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 57

(1) Rencana Jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf { terdin atas;
a. Unit Air Baku;

b. Unit Produksi; dan
c. Unit Distribusi.

(2} Rencana Jaringan Air Minum pada ayat (1) digambarkan pada peta
dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu
berbanding lima ribu).

(3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) tercantum dalam Lampiran
XI vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini.

Pasal 58

(1) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a terdin atas:
a. Bangunan Pengambil Air Baku; dan
b. Jaringan Transmisi Air Baku.

(2) Bangunan Pengambil Air Baku sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a terdin atas:
a. Intake IPA Cikokol yang terdapat di SWP A pada Sub Blok A.2.A;
b. Intake IPA PT. MAT vang terdapat di SWP B pada Sub Blok B.1.A;
¢, Intake IPA Perumnas vang terdapat di SWP B pada Sub Blok B.2.F;
d. Intake IPA Mekarsari vang terdapat di SWP D pada Sub Blok D.1.D;
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Intake IPA PT. Cilamaya Subur vang terdapat di SWP E pada Sub
Blok E.2.E;

:;;Tkﬂ [PA PT. BHJ yang terdapat di SWP E pada Sub Blok E.2.K;

Air Tanah Dalam Sistem Ciledug vang terdapat di SWP F pada Sub
Blek F.2.C.

(3] Jaringan Transmisi Air Baku sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b terdiri atas: =

b,

=

Jaringan Transmisi Air Baku Ilet Sungai Cisadane - IPA Babakan
yang terdapat di SWP A

Jaringan Transmisi Air Baku Inlet Sungai Cisadane - Intake [PA
Cikokol dan IPA Cikokol vang terdapat di SWP A:

Jaringan Transmisi Air Baku Intake IPA Mekarsari - [PA PT. MOYA
vang terdapat di SWP D;

- Jaringan Transmisi Air Baku Mhtake IPA Mekarsari - [PA Sitanala

yvang terdapat di SWP D;

. Jaringan Transmisi Air Baku Inlet sungai - IPA Benda vang terdapat

di SWP D;

Jaringan Transmisi Air Baku Inlet Situ Cipondoh - IPA Banjar Wijaya
yvang terdapat di SWP E;

Jaringan Transmisi Air Baku Intake PT, Cilamaya Subur - IPA PT.
Cilamaya Subur yang terdapat di SWP E;

Jaringan Transmisi Air Baku Intake PT. MAT - IPA PT. MAT vang
terdapat di SWP B; dan

Jaringan Transmisi Air Baku Karian vang terdapat di SWP E dan
SWPF.

Pasal 59
(1) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 avat (1) huruf b
terdiri atas:
a. Instalasi Produksi;

b.

Bangunan Penampung Air; dan

¢. Jarngan Transmisi Air Minum.
(2) Instalasi Produksi sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a vang
terdiri atas:

TTeepm oo o n o

k.

L

IPA Babakan yang terdapat di SWP A pada Sub Blok A.1.B;
IPA Cikokol yang terdapat di SWP A pada Sub Blok A.2.A;
IPA PT. MAT vang terdapat di SWP B pada Sub Blok B.1.A;

. IPA Perumnas vang terdapat di SWP B pada Sub Blok B.2.E;

IPA Meckarsar yang terdapat di SWP D pada Sub Blok D.1.D;

IPA Sitanala yang terdapat di SWP D pada Sub Blok D.1.D;

IPA PT. MOYA vang terdapat di SWP D pada Sub Blek D.1.D;

IPA Benda vang terdapat di SWP D pada Sub Blok D.2.E;

IPA Banjar Wijaya yang terdapat di SWP E pada Sub Blok E.2.A;
IPA PT. Cilamaya Subur vang terdapat di SWP E pada Sub Blok
E.2.E;

IPA PT. BHJ yang terdapat di SWP E pada Sub Blok E.2.K; dan
PAM Metro Permata vang terdapat di SWP F pada Sub Blok F.1.C.

(3) Bangunan Penampung Air sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf
b yvang terdiri atas:

fnanow

Reservoir Babakan vang terdapat di SWP A pada Sub Blok A.1.B;
Reservoir Cikokol vang terdapat di SWP A pada Sub Blok A.2.A;
Reservoir PT. MAT yang terdapat di SWP B pada Sub Blok B.1.A;
Reservoir Perumnas yang terdapat di SWP B pada Sub Blok B.2.E;
Booster Perumnas yvang terdapat di SWP B pada Sub Blok B.2.1;
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Reservoir PT. MOYA vang terdapat di SWP D pada Sub Blok D.1.D;
Menara Air vang terdapat di SWP D pada Sub Blok D.1.F;
. Reservoir Eksisting Bandara Soekarno Hatta vang terdapat di SWP

D pada Sub Blok D.2 A;

[T

Reservoir Benda yang terdapat di SWP D pada Sub Blok D.2.E;
Reservoir Buana Gardenia vang terdapat di SWP E pada Sub Blok

E.2.1;

- R

Reservoir PT. BHJ vang terdapat di SWP E pada Sub Blok E.2.K;
Reservoir Karian vang terdapat di SWP F pada Sub Blok F.1.B; dan
. Reservoir Sistem Ciledug vang terdapat di SWP F pada Sub Blok

F.2.C,
(4) Jaringan Transmisi Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdiri atas:
a. Jaringan Transmisi Air Minum yvang menghubungkan IPA Babakan
dengan Reservoir Babakan yang terdapat di SWP A; dan
b. Jaringan Transmisi Air Minum vang menghubungkan IPA Cikokol
dengan Reservoir Cikokol vang terdapat di SWP A,

Pasal 60

Unit Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 avat (1) hurul ¢
merupakan Jaringan Distribusi Pembagi dapat terintegrasi dengan
Saluran Utilitas Terpadu atau Multi Utility Tunnel yang terscbar di
seluruh WP.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun

Pasal 61

{1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1) huruf g terdiri atas:

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat; dan
b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat.

(2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Sub-Sistem Pengolahan Lumpur
Tinja IPLT Bawang vang terdapat di SWP B pada Sub Blok B.2.E;

(3) Sistemm Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. IPAL Kota yang terdiri atas:

l.

2.

3.

IPAL Tanah Tinggi yvang terdapat pada SWP A pada Sub Blok
A 1.D;

IPAL Perumnas Karawaci 1 berupa Kolam Oksidasi Mujair yang
terdapat di SWP B pada Sub Blok B.1.N;

IPAL Perumnas Karawaci | berupa Kolam Oksidasi Karang vang
terdapat di SWP B pada Sub Blok B.1L.N;

. IPAL Perumnas Karawaci | berupa Kolam Oksidasi Wijava

Kusuma vang terdapat di SWP B pada Sub Blok B.1.0;

IPAL Perumnas Karawaci | berupa Kolam Oksidasi Gede yvang
terdapat di SWP B pada Sub Blok B.2.C;

IPAL Perumnas Karawaci | berupa Kolam Oksidasi Cemara yang
terdapat di SWP B pada Sub Blok B.2.E;

IPAL Perumnas Karawaci | berupa Kolam Oksidasi Bawang vang
terdapat di SWP B pada Sub Blok B.2.E; dan



8. IPAL Perumnas RKarawaci | berupa Kolam Oksidasi Pandan yang

terdapat di SWP B pada Sub Blok B.2.E.
b. IPAL Skala Kawasan Tertentu atau Permukiman yvang terdiri atas:

1. IPAL Komunal Annova Living vang terdapat pada SWP A pada
Sub Blok A.1.B;

2. IPAL Komunal Tree Park City vang terdapat pada SWP A pada
Sub Blok A.2.B;

3. IPAL Komunal Avodhya vang terdapat pada SWP A pada Sub
Blok A.2.C;

4. IPAL Komunal Victoria Square vang terdapat di SWP B pada
Sub Blok B.1.K;

5. IPAL Komunal vang terdapat di SWP B pada Sub Blok B.1.M
dan SWP D pada Sub Blok D.1.F:

6. ITPAL Komunal Soll Marina vang terdapat di SWP C pada Sub
Blok C.2.F;

7. IPAL Komunal Sky Lounge Taman San vang terdapat di SWP D
pada Sub Blok D.1.F;

8. IPAL Komunal Rusun Poris 88 yang terdapat di SWP E pada
Sub Blok E.1.A;

9. IPAL Komunal GWR vyang terdapat di SWP E pada Sub Blok
E.2.E;

10.IPAL Komunal Springwood vang terdapat di SWP E pada Sub
Blok E.2.F:

1L.IPAL Komunal The Lana Apartment vang terdapat di SWP E
pada Sub Blok E.2.G;

12.1PAL Komunal Pasific Garden vang terdapat di SWP E pada Sub
Blok E.2.G;

13.IPAL Komunal Saumata Apartment yang terdapat di SWP E
pada Sub Blok E.2.G;

14.IPAL Komunal Smith Scho Office yang terdapat di SWP E pada
Sub Blok E.2.H;

15.1PAL Komunal Metro Garden vang terdapat di SWP F pada Sub
Blok F.1.B; dan

16.IPAL Komunal The Nest yang terdapat di SWP F pada Sub Blok
F.1.C.

(4) Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi
skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu),

(S) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran
X1l vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Janngan Persampahan

Pasal &2

(1) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat {1) hurul h terdin dari :
a. TPS3R,
b, TPS; dan
c. TPA.
(2] TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
a. TPS3R Benua Hijau yang terdapat di SWP B pada Sub Blok B.1.C;



b. TPS3R Citra Mandiri Cimone yang terdapat di SWP B pada Sub
Blok B.1.L;

c. TPS3R Widatama Nusa Jayva vang terdapat di SWP B pada Sub Blok
B.1.0;

d. TPS3R VTl Gebang Raya vang terdapat di SWP C pada Sub Blok
C.1.D;

e. TPS3R ITF Gandasari Jatiuwung vang terdapat di SWP C pada Sub
Blok C.2.F;

. TPS3R Karsa Mandiri yang terdapat di SWP D pada Sub Blok D. 1.F;

g. TPS3R Sapu Pengki Poris Plawad Utara vang terdapat di SWP E
pada Sub Blok E.1.B;

h. TPS3R Poris Indah yang terdapat di SWP E pada Sub Blok E.L.F;
dan

1, TPS3R Nerogtog vang terdapat di SWP E pada Sub Blok E.2.D.

(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh
WwWP.

(4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berupa TPA Rawa
Kucing vang terdapat di SWP D pada Sub Blok D.1.B;

(5) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi
skala 1:5.000 {satu berbanding lima ribuy.

(6] Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran
X1l yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 63

1) Rencana Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) hurufl i terdin atas:

a. Jaringan Drainase Primer;

b. Jaringan Drainase Sekunder;

¢. Jaringan Drainase Tersier;

d. Bangunan Peresapan atau Kolam Retensi,
¢. Bangunan Tampungan atau Polder; dan

{. Bangunan Pelengkap Drainase.

(2) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi
skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu).

{3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran
XIV vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

Pasal 64

Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayvat (1)
hurufl a merupakan saluran - saluran utama vang mengalirkan air ke
badan air penerima berupa sungai, kali atau situ vang terdapat di SWP A,
SWP B, SWPC, SWP D, SWP E dan SWP F.



Pasal 65

Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat
(1} huruf b terdapat di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E dan SWP F,

Pasal 66

Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat
(1) huruf ¢ dikembangkan pada saluran-saluran dari rumah tangga
menuju saluran tepi jalan yang tersebar di seluruh WP,

Pasal 67

Bangunan Peresapan atau Kolam Retensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (1) huruf d terdapat di:

a, SWP B pada Sub Blok B.1.K dan Sub Blok B.2.F;

b. SWP C pada Sub Blok C.1.A;

¢. SWP E pada Sub Blok E.1.J; dan

d. SWP F pada Sub Blok F.2.A dan Sub Blok F.2.G.

Pasal 68

Bangunan Tampungan atau Polder sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 avat (1) hurul e terdapat di:

a. SWP B pada Sub Blok B.1.B;

b. SWP C pada Sub Blok C.1.B;

¢. SWP E pada Sub Blok E.1.D; dan

d. SWP F pada Sub Blok F.1.A dan Sub Blok F.2.A.

Pasal 69

Bangunan Pelengkap Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf [ vang terdapat di:

a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.C, Sub Blok A.1.D, Sub
Blok A.2.A dan Sub Blok A.2.B;

b. SWP B pada Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.1.C, Sub Blok B.1.E, Sub
Blok B.1.F, Sub Blok B.1.K, Sub Blok B.1.N, Sub Blok B.2.A, Sub
Blok B.2.B, Sub Blok B.2.C dan Sub Blok B.2.F;

c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.C, Sub
Blok C.1.D, Sub Blek C.1.E dan Sub Blok C.2.B;

d. SWP D Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.1.C, Sub Blok D.1.0, Sub Blok
D.1.E, Sub Blek D.1.F, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.2.C, Sub Blok
D.2.E, Sub Blok D.3.C dan Sub Blok D.3.F;

e. SWP E pada Sub Blok E.1.C, Sub Blok E.1.D, Sub Blok E.1.E, Sub
Blok E.1.F, Sub Blok E.1.J, Sub Blok E.2.D dan Sub Blok E.2.J; dan

[ SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.C, Sub Blok F.1.D, Sub
Blok F.1.G, Sub Blok F.2.A, Sub Blok F.2.B, Sub Blok F.2.F, Sub Blok
F.2.G, Sub Blok F.2.H, Sub Blok F.3.A, Sub Blok F.3.D, Sub Blok
F.3.G dan Sub Blok F.3.H.



Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 70

(1) Rencana Jaringan prasarana lainnya scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 avat (1) huruf i terdiri atas:

a. Jalur Evakuasi Bencana;
b. Tempat Evakuasi;
c. Jalur Sepeda; dan
d. Jaringan Pejalan Kaki.

[2) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud pada
avat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan detail
informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu).

(3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran
XV vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
1.

Pasal 71

Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)
huruf a tersebar di seluruh WP.

Pasal 72

Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf
b berupa Tempat Evakuasi Sementara vang tersebar di seluruh WP.

Pasal 73

Jalur Sepeda scbagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf ¢
terdiri atas:

a. Ruas Jalan Cikokol - Cisadane yang terdapat di SWP A, SWP B dan
SWP E;

b. Ruas Jalan Ciledug - Hasyim Ashari yang terdapat di SWP F;

¢. Ruas Jalan Daan Mogot - Cisadane vang terdapat di SWP A dan SWP
D;

d. Ruas Jalan Gatot Subroto - Merdeka - Cisadane vang terdapat di
SWF A, SWP B dan SWP C;

e. Ruas Jalan Hasyim Ashari - Cisadane - Sudirman yang terdapat di
SWF A, SWP E dan SWP F;

f. Ruas Jalan Sudirman - Tanah Tinggi yang terdapat di SWFP A;

g. Ruas Jalan Kian Santang - Gandasari vang terdapat di SWP B dan
SWP C;

h. Ruas Promenade Sungai Cisadane yang terdapat di SWP A, SWP B,
SWP C, SWP D dan SWP E; dan

i. Ruas Puspem Kota Tangerang vang terdapat di SWP A,

Pasal 74

Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
tersebar di seluruh WP.



Pasal 75

Jalur Evakuasi Bencana, Tempat Evakuasi dan Jaringan Pejalan Kaki
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 74 terlampir
pada Lampiran XV Tabel Jaringan Prasarana Lainnya yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 76

{1} Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d
tercliri atas:

a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi
skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu).

(3) Peta sebagaimana dimaksud pada avat (2) tercantum dalam Lampiran
XVl yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Paragraf 1
Umum

Pasal 77

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a
terdiri atas:

a. Zona Badan Air dengan kode BA;
b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
¢. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Paragrafl 2

Zona Badan Air

Pasal TR

Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan luas
451,52 ha (empat ratus lima puluh satu koma lima dua hektar) vang
terdapat di;

a. SWP A pada Sub Blok A, 1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.C, Sub Blok
A.1.D, Sub Blok A.1.E, Sub Blok A.2.A, Sub Biok A.2.B dan Sub Blok
A.2.C;

b. SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.1.C, Sub Blok
B.1.D, Sub Blok B.1.E, Sub Blok B.1.F, Sub Blok B.1.G, Sub Blok
B.1.H, Sub Blek B.1.1, Sub Blok B.1..J, Sub Blok B.1.K, Sub Blok B.1.L,



Sub Blok B.1.M, Sub Blok B.1.N, Sub Blok B.1.0, Sub Blok B.1.P, Sub
Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.2.C, Sub Biok B.2.D, Sub Blok
B.2.E dan Sub Blok B.2.F;

. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.C, Sub Blok

C.1.D, Sub Blok C.1.E, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub Blok
C.2.C, Sub Blok C.2.D, Sub Blok C.2.E dan Sub Blok C.2.F;

SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.1.C, Sub Bilok
D.1.D, Sub Blok D.1.E, Sub Blok D.1.F, Sub Blok D.1.G, S8ub Blok
D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.2.C, Sub Blok D.2.D, Sub Blok
D.2.E, Sub Blok D.3.A, Sub Blek D.3.B, Sub Blok D.3.C, Sub Blok
D.3.D, Sub Blok D.A.E, Sub Blok D.3.F dan Sub Blok D.3.G;

SWP E pada Sub Blok E.1.A, Sub Blok E.1.B, Sub Blok E.1.C, Sub Blok
E.1.D, Sub Blok E.1.E, Sub Blok E.1.F, Sub Blok E.1.G, Sub Blok E.1.H,
Sub Blok E.1.I, Sub Blok E.1.J, Sub Blok E.2.A, Sub Blok E.2.C, Sub
Blok E.2.D, Sub Blok E.2.E, Sub Blok E.2.F, Sub Blok E.2.G, Sub Blok
E.2.H, Sub Blok E.2.1, Sub Blok E.2.J dan Sub Blok E.2.K; dan

SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.B, Sub Blok F.1.C, Sub Blek
F.1.D, Sub Blok F.1.E, Sub Blok F.1.F, Sub Blok F.1.G, Sub Blok F.2.A,
Sub Blok F.2.B, Sub Blok F.2.C, Sub Blok F.2.E, Sub Blok F.2.F, Sub
Blok F.2.G, Sub Blok F.2.H, Sub Blok F.3.A, Sub Blok F.3.D, Sub Blok
F.3.E. Sub Blok F.3.G dan Sub Blok F.3.H.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 79

Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan luas
185,12 ha [seratus delapan puluh lima koma satu dua hektar] yang
terdapat di:

.

SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.C, Sub Blak
A.1.D. Sub Blok A.1.E, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B dan Sub Blok
A2.C;

SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.1.C, Sub Blok
B.1.D, Sub Blok B.1.E, Sub Blok B.1.F, Sub Blok B.1.H, Sub Blok B.1.1,
Sub Blok B.1.J, Sub Blok B.1.K, Sub Blok B.1.M, Sub Blok B.1.N, Sub
Blok B.1.P, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.2.C, Sub Blok
B.2.D, Sub Blok B.2.E dan Sub Blok B.2.F;

SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.C, Sub Blok
C.1.D, Sub Blok C.1.E, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub Blok
C.2.C, Sub Blok C.2.D, Sub Blok C.2.E dan Sub Blok C.2.F;

SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.1.C, Sub Blok
D.1.D, Sub Blok D.1.E, Sub Blok D.1.F, Sub Blok D.1.G, Sub Blok
D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.2.C, Sub Blok D.2.D, Sub Blok
D.2.E, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Bleck D.3.C, Sub Blok
D.3.D, Sub Blok D.3.E, Sub Blok D.3.F dan Sub Blok D.3.G;

. SWP E pada Sub Blek E.1.A, Sub Blok E.1.B, Sub Blok E.1.D, Sub Blok

E.1.E, Sub Blok E.1.F, Sub Blok E.1.G, Sub Blok E.1.H, Sub Blok E. LI,
Sub Blok E.1.J, Sub Blok E.2.C, Sub Blok E.2.D, Sub Blok E.2.E, Sub
Blok E.2.F, Sub Blok E.2.G, Sub Blok E.2.H, Sub Blok E.2.1, Sub Blok
E.2.J dan Sub Blok E.2.K; dan

SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.B, Sub Blok F.1.C, Sub Blok
F.1.D, Sub Blok F.1.E, Sub Blok F.1.F, Sub Blok F.1.G, Sub Blok F.2.A,
Sub Blok F.2.B, Sub Blok F.2.E, Sub Blok F.2.F, Sub Blok F.2.G, Sub
Blok F.2.H, Sub Blok F.3.A, Sub Blok F.3.D dan Sub Blok F.3.G.



Paragral 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 80

Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf ¢ dengan luas 950,
04 ha (sembilan ratus lima puluh koma nol empat hektar) yang terdiri atas:

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6;
Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8.

TRosac o

Pasal 81

Sub-Zona RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a dengan
luas 24,88 ha (dua puluh empat koma delapan delapan hektar] vang
terdapat di:

a. SWP A pada Sub Blok A.1.A dan Sub Blok A.1.C;

b. SWP D pada Sub Blok D.1.B dan Sub Blok D.1.D; dan

¢, SWP F pada Sub Blok F.2.A dan Sub Blok F.2.B.

Pasal 82

Sub-Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b dengan
luas 23,44 ha (dua puluh tiga koma empat empat hektar) yang terdapat di:

a. SWP C pada Sub Blok C.1.B dan Sub Blok C.1.C; dan
b. SWP D pada Sub Blok D.1.D.

Pasal 83
Sub-Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf ¢ dengan
luas 45,06 ha [empat puluh lima koma nol enam hektar) yang terdapat di:
a. SWP A pada Sub Biok A.1.A, Sub Blok A.1.D dan Sub Blok A.2.B;
b. SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.D, Sub Blok B.1.G dan Sub
Blok B.1.1;

c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.C, Sub Blok C.1.D dan Sub
Blok C.2.A;

d. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.C, Sub Blok D.1.D dan Sub
Blok D.2.C; dan

e, SWP F pada Sub Blok F.2.B dan Sub Blok F.2.F.



Pasal 84

Sub-Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d dengan
luas 36,60 ha (tiga puluh enam koma enam nol hektar) vang terdapat di:

.

b.

SWP A pada Sub Blok A.1.C, Sub Blok A.1.D, Sub Blok A.1L.E, Sub Blok
A.2 A dan Sub Blok A.2.B;

SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.C, Sub Blok B.1.D, Sub Blok
B.1.H, Sub Blok B.1.I, Sub Blok B.1.L, Sub Blok B.1.M, Sub Blok B.L.N,
Sub Blok B.1,0, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.2.D dan Sub Blok B.2.E;

SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B dan Sub Blok C.2.A;

. SWP D pada Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.1.C dan Sub Blok D.2.D;

SWP E pada Sub Blok E.1.C, Sub Blok E.1.E, Sub Blok E.2.A dan Sub
Blok E.2.J; dan

SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.B, Sub Blok F.1.E, Sub Blok
F.1.F. Sub Blok F.2.A, Sub Blok F.2.B, Sub Blok F.2.C, Sub Blok F.2.0
dan Sub Blok F.3.D.

Pasal 85

Sub-Zona RTH-5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 hurul ¢ dengan
luas 35,68 ha (tiga puluh lima koma ¢nam delapan hektar) yang terdapat di:

&,

b.

SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.C, Sub Blok A.1.D, Sub Blok
A.1.E, Sub Blok A.2.A dan Sub Blok A.2.C;

SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.1.E, Sub Blok
B.1.F, Sub Blok B.1.H, Sub Blok B.1.N, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.2.C,
Sub Blek B.2.D, Sub Blok B.2.E dan Sub Blok B.2.F;

SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.C, Sub Blok
C.1.D, Sub Blok C.1.E, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B dan Sub Blok
cC.2.D;

. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.1.C, Sub Blok

D.1.D, Sub Blok D.1.F, Sub Blok D.1.G, Sub Blok D.2.C, Sub Blok
D.2.D, Sub Blok D.2.E, Sub Blok D.3.C, Sub Blok D.3.E dan Sub Blok
D.3.G;

. SWP E pada Sub Blok E.1.C, Sub Blok E.1.D, Sub Blok E.1.H, Sub Blok

E.1.J, Sub Blok E.2.A, Sub Blok E.2.D, Sub Blok E.2.F, Sub Blok E.2.H,
Sub Blok E.2.J dan Sub Blok E.2.K; dan

SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.B, Sub Blok F.1.C, Sub Blok
F.1.D, Sub Blok F.1.F, Sub Blok F.1.G, Sub Blok F.2.A, Sub Blok F.2.B,
Sub Blok F.2.H, Sub Blok F.3.A, Sub Blok F.3.D, Sub Blok F.3.G dan
Sub Blok F.3.H.

Pasal 86

Sub-Zona RTH-6 scbagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf I dengan
luas 9,92 ha (sembilan koma sembilan dua hektar) yang terdapat di:

g
h.

SWP A pada Sub Blok A.1.D, Sub Blok A.1.E, Sub Blok A.2.A, Sub Blok
A.2.B dan Sub Blok A.2.C;

SWP B pada Sub Blok B.1.B, Sub Blok B. 1.C, Sub Blok B.1.H, Sub Blok
B.1.K, Sub Blok B.1.0, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.2.C, Sub Blok
B.2.D, Sub Blok B.2.E dan Sub Blok B.2.F;



SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blek C.1.C, Sub Blok C.1.D dan Sub
Blok C.1.E;

SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.2.E, Sub Blok D.3.C, Sub Blok
D.3.E, Sub Blok D.3.F dan Sub Blok D.3.G;

. SWP E pada Sub Blok E.1.A, Sub Blok E.1.B, Sub Blok E.1.C, Sub Blok

E.1.F, Sub Blok E.1.H, Sub Blok E.1.1, Sub Blok E.1.J, Sub Blok E.2.A,
Sub Blok E.2.B, Sub Blok E.2.C, Sub Blok E.2.D, Sub Blok E.2.E, Sub
Blok E.2.H, Sub Blok E.2..J) dan Sub Blok E.2.K; dan

SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.B, Sub Blok F.1.C, Sub Blok
F.1.D, Sub Blok F.1.E, Sub Blok F.1.F, Sub Blok F.1.G, Sub Blok F.2.A,
Sub Blok F.2.B, Sub Blok F.2.C, Sub Blok F.2.E, Sub Blok F.2.F, Sub
Blok F.2.H, Sub Blok F.3.A, Sub Blok F.3.C, Sub Blok F.3.D, Sub Blok
F.3.E, Sub Blok F.3.F, Sub Blok F.3.G dan Sub Blok F.3.H.

Paszal 87

Sub-Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf g dengan
luas 139,00 ha (seratus tiga puluh sembilan koma nol nol hektar] yang
terdapat di:

a.

b.

SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.C, Sub Blok
A.1.D, Sub Blok A.1.E, Sub Blok A.2.B dan Sub Blok A.2.C;

SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.C, Sub Biok B.1.E, Sub Blok
B.1.F, Sub Blok B.1 H, Sub Blok B.1.1, Sub Blok B.1..J, Sub Blok B.1.K,
Sub Blok B.1.L, Sub Blok B.1.M, Sub Blok B.1.0, Sub Blok B.1.P, Sub
Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.2.C, Sub Blok B.2.E dan Sub
Blok B.2.F;

. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blek C.1.B, Sub Blok C.1.E, Sub Blok

C.2.A, Sub Blok C.2.C, Sub Blok C.2.D, Sub Blok C.2.E dan Sub Blok
C.2.F;

SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.1.C, Sub Blok
D.1.D, Sub Blok D.1.F, Sub Blek D.2.B, Sub Blok D.2.C, Sub Blok
[.2.D, Sub Blok D.2.E, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.3.C
dan Sub Blok D.3.E;

SWP E pada Sub Blok E.1.A, Sub Blok E.1.B, Sub Blok E.1.C, Sub Blok
E.1.D, Sub Blok E.1.E, Sub Blok E.1.F, Sub Blok E.1.G, Sub Blok E.1.H,
Sub Blok E.1.J, Sub Blok E.2.A, Sub Blok E.2.B, Sub Blok E.2.D, Sub
Blok E.2.E, Sub Blok E2.F, Sub Blok E.2.H, Sub Blok E.2.J dan Sub
Blok E.2.K; dan

SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.B, Sub Blok F.1.C, Sub Blok
F.1.D, Sub Blok F.1.G, Sub Blok F.2.A, Sub Blok F.2.B, Sub Blok F.2.C,
Sub Blok F.2.D, Sub Blok F.2.E, Sub Blok F.2.H, Sub Blok F.3.A, Sub
Blok F.3.D, Sub Blok F.3.E, Sub Blok F.3.F dan Sub Blek F.3.G.

Pasal B8

Sub-Zona RTH-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf h dengan

luas 635,47 ha (enam ratus tiga puluh lima koma empat tujuh hektar) vang
terdapat di:

a.

b.

SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.C, Sub Blok
A.1.D, Sub Blok A.1.E, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B dan Sub Blok
A.2.C;

SWP B pada Sub Biok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.1.C, Sub Blok
B.1.D, Sub Blok B.1.E, Sub Biok B.1.F, Sub Blok B.1.H, Sub Blok B.1.1,



Sub Blok B.1.K, Sub Blok B.1.L, Sub Blok B.1.0, Sub Blok B.1.P, Sub
Blok B.2.B, Sub Blok B.2.D, Sub Blok B,2.E dan Sub Blok B.2.F;

SWP C pada Sub Blek C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.C, Sub Blok
C.1.D, Sub Blok C.1.E, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub Blok
C.2.C, Sub Blok C.2.D, Sub Blok C.2.E dan Sub Blok C.2.F;

SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.1.C, Sub Blok
D.1.D, Sub Blok D.1.E, Sub Blok D.1.F, Sub Blok D.1.G, Sub Blok
D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.2.C, Sub Blok D.2.D, Sub Blok
D.2.E, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.3.C, Sub Blok
D.3.D, Sub Blok D_3.E, Sub Blok D.3.F dan Sub Blok D.3.G;

SWP E pada Sub Blok E.1.A, Sub Blok E.1.B, Sub Blok E.1.C, Sub Blok
E.1.D, Sub Blok E.1.E, Sub Blok E.1.F, Sub Blok E.1.G, Sub Blok E.1.H,
Sub Blok E.1.1, Sub Blok E.1.J, Sub Blok E.2.A, Sub Blok E.2.B, Sub
Blok E.2.C, Sub Blok E.2.D, Sub Blok E.2.E, Sub Blok E.2.F, Sub Blok
E.2.G, Sub Blok E.2.H, Sub Blok E.2.1, Sub Blok E.2.J dan Sub Blok
E.2.K; dan

SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.B, Sub Blok F.1.C, Sub Blok
F.1.D, Sub Blok F.1.E, Sub Blok F.1.F, Sub Blok F.1.G, Sub Blok F.2.A,
Sub Blok F.2.B, Sub Blok F.2.C, Sub Blok F.2.E, Sub Blok F.2.F, Sub
Blok F.2.H, Sub Blok F.3.A, Sub Blok F.3.C, Sub Blok F.3.E, Sub Blok
F.3.F, Sub Blek F.3.G dan Sub Blok F.3.H.

Bagan Ketiga
Zona Budi Daya
Paragraf 1
Umum
Pasal 89

Zona Budi Dava sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 avat {1} huruf b
terdiri atas:

PR RS D g

-

Zona Badan Jalan dengan kode BJ,

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
Zona Kawasan Peruntukan Industn dengan kode KPI;
Zona Perumahan dengan kode R;

Zona Sarana Pelavanan Umum dengan kode SPU;
Zona Campuran dengan kode C;

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;

Zona Perkantoran dengan kode KT;

Zona Peruntukkan Lainnya dengan kode PL;

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP,

. Zona Transportasi dengan kode TR; dan

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.



Paragraf 2
Zona Badan Jalan

Pasal 90

Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 hurufl a dengan luas
1.637,64 ha (seribu enam ratus tiga puluh tujuh koma cnam empat hektar)
yvang terdapat di:

i,

SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.C, Sub Blok
A.1.D, Sub Blok A.1.E, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B dan Sub Blok
A.2.C;

SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.1.C, Sub Blok
B.1.D, Sub Blok B.1.E, Sub Blok B.1.F, Sub Blek B.1.G, Sub Blok
B.1.H, Sub Blok B.1.1, Sub Blok B.1.J, Sub Blok B.1.K, Sub Blok B.1.L,
Sub Blok B.1.M, Sub Blok B.1.N, Sub Blok B.1.0, Sub Blok B.1.P, Sub
Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.2.C, Sub Blok B.2.D, Sub Blok
B.2.E dan Sub Blok B.2.F;

SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.C, Sub Blok
C.1.D, Sub Blok C.1.E, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub Blok
C.2.C, Sub Blok C.2.D, Sub Blok C.2.E dan Sub Blok C.2.F;

. S8WP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.1.C, Sub Blok

D.1.D. Sub Blok D.1.E, Sub Blek D.1.F, Sub Blok D.1.G, Sub Blok
D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.2.C, Sub Blok D.2.D, Sub Blok
D.2.E, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.3.C, Sub Blok
D.3.D, Sub Bick D.3.E, Sub Blok D.3.F dan Sub Blok D.3.G;

SWP E pada Sub Blok E.1.A, Sub Blok E.1.B, Sub Blok E.1.C, Sub Blok
E.1.D, Sub Blok E.1.E, Sub Blok E.1.F, Sub Blok E.1.G, Sub Blok E.1.H,
Sub Blok E.1.1, Sub Blok E.1.J, Sub Blok E.2.A, Sub Blok E.2.B, Sub
Blok E.2.C, Sub Blok E.2.D, Sub Blok E.2.E, Sub Blok E.2.F, Sub Blok
E.2.G, Sub Blok E.2.H, Sub Blok E.2.1, Sub Blok E.2.] dan Sub Blok
E.2.K; dan

SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.B, Sub Blok F.1.C, Sub Blok
F.1.D, Sub Blek F.1.E, Sub Blok F.1.F, Sub Blok F.1.G, Sub Blok F.2.A,
Sub Blok F.2.B, Sub Blok F.2.C, Sub Blok F.2.D, Sub Blok F.2.E, Sub
Blok F.2.F, Sub Blok F.2.G, Sub Blok F.2.H, Sub Blok F.3.A, Sub Blok
F.3.B, Sub Blok F.3.C, Sub Blok F.3.D, Sub Blok F.3.E, S8ub Blok F.3.F,
Sub Blok F.3.G dan Sub Blok F.3_.H.

Paragraf 3
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 91

Zona PTL scbagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b dengan luas
20,99 ha (dua puluh koma sembilan sembilan hektar) yang terdapat di:

~s a0 o

SWP A pada Sub Blok A.2.C;

. SWP B pada Sub Blok B.1.D;

SWP C pada Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.2.E dan Sub Blok C.2.F;
SWP D pada Sub Blok D.3.B;

SWP E pada Sub Blok E.2.D dan Sub Blok E.2.G; dan

SWP F pada Sub Blok F.1.B dan Sub Blok F.2.G.



Paragral 4
Zona Kawasan Peruntukan Industn

Pasal 92

Zona KPl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c dengan luas
2.626,84 ha (dua ribu enam ratus dua puluh enam koma delapan empat
hektar) yang terdapat di:

a. SWP A pada Sub Blok A.1.D, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B dan Sub
Blok A.2.C:

b. SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.1.C, Sub Blok
B.1.D, Sub Blok B.1.E, Sub Blok B.1.F, Sub Blok B.1.1, Sub Blok B.1.K,
Sub Blok B.1.L, Sub Blok B.1.M, Sub Blok B.1.N, Sub Blok B.1.0, Sub
Blok B.1.P, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.2.C dan Sub
Blok B.2.F;

¢. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.C, Sub Blok
C.1.D, Sub Blok C.1.E, Sub Blok C.2.A, Sub Blck C.2.B, Sub Blok
C.2.C, Sub Blok C.2.D, Sub Blok C.2.E dan Sub Blok C.2.F;

d. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.1.D, Sub Blok
D.1.E, Sub Blok D.1.F, Sub Blok D.1.G, Sub Blok D.2.D, Sub Blok
D.2.E., Sub Blek D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Bilck D.3.C, Sub Blok
D.3.D, Sub Blok D.3.E dan Sub Blok D.3.G;

e. SWP E pada Sub Blok E.1.A, Sub Blok E.1.E, Sub Blok E.1.G, Sub Blok
E.2.D dan Sub Blok E.2.F,; dan

f. SWP F pada Sub Blok F.1.C dan Sub Blok F.3.F.

Paragrafl 5
Zona Perumahan

Pasal 93

(1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d dengan luas
7.244,00 ha (tujuh ribu dua ratus empat puluh empat koma nol nol
hektar) vang terdiri atas:

a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1;
b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;

c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
d. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.

(2) Sub-Zona R-1 sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a dengan luas
35,44 ha (tiga puluh lima koma empat empat hektar) vang terdapat di:

a. SWP A pada Sub Blok A.1.E, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B dan

Sub Blok A.2.C;

SWP B pada Sub Blok B.1.K dan Sub Blok B.2.F;

SWP C pada Sub Blek C.1.D, Sub Blok C.1.E dan Sub Blok C.2.E;

. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.3.D dan Sub Blok D.3.E;

SWP E pada Sub Blok E.2.F, Sub Blok E.2.G, Sub Blok E.2.H, Sub

Blok E.2..J; dan
f. SWP F pada Sub Blok F.1.B, Sub Blek F.1.C, Sub Blok F.1.E, Sub

Blok F.2.C, Sub Blok F.2.E dan Sub Blok F.3.A.

{3) Sub-Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas
6,718,63 ha (enam ribu tujuh ratus delapan belas koma enam tiga
hektar] vang terdapat di:

a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.C, Sub
Blok A.1.D, Sub Blok A.1.E, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B dan
Sub Blok A.2.C;

noo g



b. SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.1.C, Sub
Blok B.1.D, Sub Blok B.1.E, Sub Blok B.1.F, Sub Blok B.1.G, Sub
Blok B.1.H, Sub Blok B.1.1, Sub Blok B.1.J, Sub Blok B.1.K, Sub
Blok B.1.L, Sub Blok B,1.M, Sub Blok B.1.N, Sub Blok B.1.0, Sub
Blok B.1.P, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.2.C, Sub
Blok B.2.D, Sub Blok B.2.E dan Sub Blok B.2_F;

¢. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.C, Sub
Blok C.1.D, Sub Blok C.1.E, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub
Blok C.2.C, Sub Blok C.2.D, Sub Blok C.2.E dan Sub Blok C.2.F;

d. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.1.C, Sub
Blok D.1.D, Sub Blok D.1.E, Sub Blok D.1.F, Sub Blok D.1.G, Sub
Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.2.C, Sub Blok D.2.D, Sub
Blok D.2.E, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.3.C, Sub
Blok D.3.D, Sub Blok D.3.E, Sub Blok D.3.F dan Sub Blok D.3.G;

e. SWP E pada Sub Blok E.1 A, Sub Blok E.1.B, Sub Blek E.1.C, Sub
Biok E.1.D, Sub Blok E.1.E, Sub Blok E.1.F, Sub Blok E.1.G, Sub
Blok E.1.H, Sub Blok E.1.1, Sub Blok E.1.J, Sub Blok E.2. A, Sub
Blok E.2.B, Sub Blok E.2.C, Sub Blok E.2.D, Sub Blok E.2.E, Sub
Blok E.2.F, Sub Blok E.2.G, Sub Blok E.2.H, Sub Blok E.2.1, Sub
Blok E.2.J dan Sub Blok E.2 K; dan

f. SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.B, Sub Blok F.1.C, Sub
Blok F.1.D, Sub Blok F.1.E, Sub Blok F.1.F, Sub Blok F.1.G, Sub
Blok F.2.A, Sub Blok F.2.B, Sub Blok F.2.C, Sub Blok F.2.D, Sub
Blok F.2.E, Sub Blok F.2.F, Sub Blok F.2.G, Sub Blok F.2.H, Sub
Blok F.3.A, Sub Blok F.3.B, Sub Blok F.3.C, Sub Blok F.3.D, Sub
Blok F.3.E, Sub Blok F.3.F, Sub Blok F.3.0G dan Sub Blok F.3.H.

{4) Sub-Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas
345,41 ha (tiga ratus empat puluh lima koma empat satu hektar] yang
terdapat di:

a. SWP A pada Sub Blok A.2.A dan Sub Blok A.2.C;

b. SWP B pada Sub Blok B.2.F; dan

¢c. SWP E pada Sub Blok E.1.C, Sub Blok E.2.A, Sub Blok E.2.B, Sub
Blok E.2.C, Sub Blok E.2.G dan Sub Blok E.2.H,

(5) Sub-Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d dengan luas
144,52 ha (seratus empat puluh empat koma lima dua hektar) yang
terdapat di:

a. SWP A pada Sub Blok A.2.C; dan

b. SWP E pada Sub Blok E.2.A, Sub Blok E.2.C dan Sub Blok E.2.D.

Paragrafl 6

Zona Sarana Pelavanan Umum

Pasal 94

(1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf ¢ dengan luas
405,34 ha (empat ratus lima koma tiga empat hektar) vang terdiri atas:
a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, dan
d. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.

(2) Sub-Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas 111,95 ha (seratus sebelas koma sembilan lima hektar) vang
terdapat di:
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SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.C, Sub
Blok A.1.D, Sub Blok A.1.E, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B dan
Sub Blok A.2.C;

SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.1.H, Sub
Blok B.1.J, Sub Blok B.1.K, Sub Blek B.1.L, Sub Blok B.1.M, Sub
Blok B.1.N, Sub Blok B.1.P, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub
Blok B.2.C, Sub Blck B.2.E dan Sub Blok B.2.F;

SWP C pada Sub Blok C. 1.A;

SWP D pada Sub Blok D.1.D dan Sub Blok D.1.F;

SWP E pada Sub Blok E.1.C, Sub Blok E.1.D, Sub Blok E.1.E, Sub
Blok E.1.F, Sub Blok E.1.H, Sub Blok E.1.1, Sub Blok E.2.A, Sub
Blok E.2.E, Sub Blok E.2.F, Sub Blok E.2.1 dan Sub Blok E.2.K; dan
SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.B, Sub Blok F.1.C, Sub
Blok F.1.F, Sub Blok F.1.G, Sub Blok F.2.E, Sub Blok F.2.F dan Sub
Blok F.3.A.

(3) Sub-Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
luas 107,78 ha (seratus tujuh koma tujuh delapan hektar) yvang terdapat

di:
a.

b.

SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.C, Sub
Blok A.1.E, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B dan Sub Blok A.2.C;
SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.C, Sub Blok B.1.D, Sub
Blok B.1.F, Sub Blok B.1.H, Sub Blok B.1.1, Sub Blok B.1.J, Sub
Blok B.1.K, Sub Blok B.1.L, Sub Blok B.1.M, Sub Blok B.1.N, Sub
Blok B.1.0, Sub Blek B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.2.C, Sub
Blok B.2.D, Sub Blok B.2.E dan Sub Blok B.2.F;

SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.C, Sub
Blok C.1.D, Sub Blok C.1.E, Sub Blek C.2.B, Sub Blok C.2.C, Sub
Blok C.2.D, Sub Blok C.2.E dan Sub Blok C.2.F;

SWP D pada Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.1.C, Sub Blok D.1.D, Sub
Blok D.1.E, Sub Blok D.1.F, Sub Blok D.1.G, Sub Blek D.2.C, Sub
Blok D.2.D, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B dan Sub Blok D.3.F;

. SWP E pada Sub Blok E.1.A, Sub Blok E.1,B, Sub Blek E.1.C, Sub

Blok E.1.D, Sub Blok E.1.E, Sub Blok E.1.F, Sub Blok E.1.G, Sub
Blok E.1.H, Sub Blok E.1.I, Sub Blek E.1.J, Sub Blok E.2.C, Sub
Blok E.2.D, Sub Blok E.2.E, Sub Blok E.2.H, Sub Blok E.2.1, Sub
Blok E.2.J dan Sub Blok E.2.K; dan

SWP F pada Sub Blok F.1.E, Sub Blok F.1.F, Sub Blok F.1.G, Sub
Blok F.2.B, Sub Blok F.2.C, Sub Blok F.2.D, Sub Blok F.2.E, Sub
Blok F.2.F, Sub Blok F.2.G, Sub Blok F.3.A, Sub Blok F.3.B, Sub
Blok F.3.C, Sub Blek F.3.F, Sub Blok F.3.G dan Sub Blok F.3.H.

{4) Sub-Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan
luas 59,86 ha (enam puluh sembilan koma delapan enam hektar] vang
terdapat di:

a.

b.

. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.

. SWP D pada Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.1.C, Sub Blok D.1.F, Sub
El

SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.C, Sub
Blok A.1.D, Sub Blok A.2.A dan Sub Blok A.2.B;
SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.1.C, Sub
Blok B.1.E, Sub Blok B.1.,F, Sub Blok B.1.G, Sub Blok B.1.H, Sub
Blok B.1.1, Sub Blok B.1.K, Sub Blok B.l.L, Sub Blok B.1.N, Sub
Blok B.1.0, Sub Blok B.1.P, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.2.D dan
Sub Blok B.2.E;

C, Sub
Blok C.1.D, Sub Blok C.1.E, Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.2.C, Sub
Blok C.2.E dan Sub Blok C.2.F;

Blok D.1.G, Sub Blok D.2.C, Sub Blok D.2.D, Sub Blok D.2.E, Sub



Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.3.C, Sub Blok D.3.F dan
Sub Blok D.3.G;

SWP E pada Sub Blok E.1.A, Sub Blok E.1.B, Sub Blok E.1.C, Sub
Blok E.1.E, Sub Blok E.1.F, Sub Blok E.1.G, Sub Blok E.1.H, Sub
Blok E.1.I, Sub Blok E.1.J, Sub Blok E.2.D, Sub Blok E.2.E, Sub
Blok E.2.F, Sub Blok E.2.H, Sub Blok E.2.1, Sub Blok E.2.J dan Sub
Blek E.2.K; dan

SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.8, Sub Blok F.1.C, 5ub
Blak F.1.D, Sub Blok F.1.F, Sub Blok F.2.A, Sub Blok F.2.C, Sub
Blok F.2.E. Sub Blok F.2.F, Sub Blok F.2.G, Sub Blok F.2.H, Sub
Blok F.3.A, Sub Blok F.3.B, Sub Blok F.3.D, Sub Blok F.3.E, Sub
Blak F.3.F, Sub Blok F.3.G dan Sub Blok F.3.H.

(5) Sub-Zona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan
luas 115,75 ha (seratus lima belas koma tujuh lima hektar) yang
terdapat di:

a,

SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.C, Sub
Blok A.1.D, Sub Blok A.1.E, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B dan
Sub Blok A.2.C;

SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.1.C, Sub
Blok B.1.D, Sub Blok B.1.E, Sub Blok B.1.F, Sub Blok B.1.I, Sub
Blok B.1.K, Sub Blak B.1.L, Sub Blok B.1.M, Sub Blok B.1.N, Sub
Blok B.1.0, Sub Blok B.1.P, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub
Blok B.2.C, Sub Blok B.2.D, Sub Blok B.2.E dan Sub Blok B.2.F;

. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blek C.1.B, Sub Blok C.1.C, Sub

Blok C.1.D, Sub Blok C.1.E, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub
Blok C.2.C, Sub Blok C.2.D, Sub Blok C.2.E dan Sub Blok C.2.F;
SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, S8ub Blok D.1.C, Sub
Blok D.1.D, Sub Blok D.1.E, Sub Blok D.1.F, Sub Blok D.1.G, Sub
Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blek D.2.C, Sub Blok D.2.D, Sub
Blok D.2.E, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.3.C, Sub
Blok D.3.E, Sub Blok D.3.F dan Sub Blok [.3.0G;

. SWP E pada Sub Blok E.1.A, Sub Blok E.1.B, Sub Blok E.1.C, Sub

Blok E.1.D, Sub Blok E.1.E, Sub Blok E.1.F. Sub Blok E.1.G, Sub
Blok E.1.H, Sub Blok E.1.I, Sub Blok E.1.J, Sub Blok E.2.A, Sub
Blok E.2.B, Sub Blek E.2.D, Sub Blok E.2.E, Sub Blok E.2.F, Sub
Blok E.2.G;, Sub Blok E.2.H, Sub Blok E.2.1, Sub Blok E.2.J dan Sub
Blok E.2.K; dan

SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.B, Sub Blok F.1.C, Sub
Blok F.1.D, Sub Blok F.1.E, Sub Blok F.1.F, Sub Blok F.1.G, Sub
Blok F.2.A, Sub Blok F.2.B, Sub Blok F.2.C, Sub Blok F.2.D, Sub
Blok F.2.E, Sub Blok F.2.F, Sub Blok F.2.G, Sub Blok F.2.H, 5ub
Blok F.3.A, Sub Blok F.3.B, Sub Blok F.3.C, Sub Blok F.3.D, Sub
Blok F.3.E, Sub Blok F.3.F, Sub Blok F.3.G dan Sub Blok F.3.H.

Paragraf 7
Zona Campuran

Pasal 95

{1) Zona C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf f dengan luas
232,53 ha (dua ratus tiga puluh dua koma lima tiga hektar) yang terdiri
atas:

i,

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1; dan

b. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah atau Sedang dengan kode

c-2.



(2) Sub-Zona C-1 sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a dengan luas
223,15 ha (dua ratus dua puluh tiga koma satu lima hektar) yang
terdapat di:

a. SWP A pada Sub Blok A.2.A;

b. SWP B pada Sub Blok B.2.E dan Sub Blok B.2.F;

¢. SWP D pada Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.3.E dan
Sub Blek D.3.F;

d. SWP E pada Sub Blok E.1.A, Sub Blok E.1.J, Sub Blok E.2.E, Sub
Blok E.2.G dan Sub Blok E.2.H; dan

¢. SWP F pada Sub Blok F.1.A dan Sub F.1.B.

(3) Sub-Zona C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas
9,38 ha (sembilan koma tiga delapan hektar) vang terdapat di SWP D
pada Sub Blok D.1.E.

Paragrafl 8
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 96

(1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf g memiliki luas
2.623,25 ha (dua ribu enam ratus dua puluh tiga koma dua lima hektar)
vang terdiri atas:

a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;

b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan

c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.

(2) Sub-Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan fuas
1.676,23 ha (seribu enam ratus tujuh puluh enam koma dua tiga
hektar] vang terdapat di:

a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.C, Sub
Blok A.1.D, Sub Blok A.1.E, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B dan
Sub Blok A.2.C;

b. SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.D, Sub Blok B.1.H, Sub
Blok B.1.l, Sub Blok B.1.J, Sub Blok B.1.K, Sub Blok B.1.L, Sub
Blok B.1.M, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.2.C dan
Sub Blok B.2.F;

c. SWP C pada Sub Blok C.1.E, Sub Blok C.2.C, Sub Blok C.2.DD, Sub
Blok C.2.E dan 3ub Blok C.2.F;

d. SWP D pada Sub Blok D.1.C, Sub Blok D.1.D, S8ub Blok D.1.E, Sub
Blok D.1.F, Sub Blok D.1.G, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub
Blok D.2.C, Sub Blok D.2.D, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub
Blok D.3.C, Sub Blok D.3.D, Sub Blok D.3.E, Sub Blok D.3.F dan
Sub Blok D.3.G;

e. SWP E pada Sub Blok E.1.A, Sub Blok E.1.B, Sub Blok E.1.C, Sub
Blok E.1.D, Sub Blok E.1.E, Sub Blok E.1.F, Sub Blok E.1.G, Sub
Blok E.1.H, Sub Blok E.1.I, Sub Blok E.1.J, Sub Blok E.2.C, Sub
Blok E.2.D, Sub Blok E.2.E, Sub Blok E.2.F, Sub Blok E.2.G, Sub
Blok E.2.H, Sub Blok E.2.1, Sub Blok E.2.J dan Sub Blok E.2.K; dan

{. SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.B, Sub Blok F.1.C, Sub
Blok F.1.D, Sub Blok F.1.E, Sub Blok F.1.F, Sub Blok F.1.G, Sub
Blok F.2.C, Sub Blok F.2.D, Sub Blok F.2.E, Sub Blok F.2.H, 5ub
Blok F.3.A, Sub Blok F.3.B, Sub Blok F.3.C, Sub Blok F.3.E, Sub
Blok F.3.F dan Sub Blok F.3.H.

(3) Sub-Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b dengan luas
537,79 ha (lima ratus tiga puluh tujuh koma tujuh sembilan hektar)
yvang terdapat di:
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SWP A pada Sub Blok A.1.E, Sub Blok A.2.B dan Sub Blok A.2.C;
SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Biok B.1.B, Sub Blok B.1.C, Sub
Blok B.1.D, Sub Blok B.1.E, Sub Blok B.1.F, Sub Blok B.1.G, Sub
Blok B.1.H. Sub Blok B.1.l, Sub Blok B.1.J, Sub Blok B.1.K, Sub
Blok B.1.L, Sub Blok B.1.M, Sub Blok B.1.N, Sub Blok B.1.0, Sub
Blok B.1.P, Sub Blek B.2.C, Sub Blok B.2.D, Sub Blok B.2.E dan
Sub Blok B.2.F;

SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.C, Sub
Blok C.1.D, Sub Blok C.1.E, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub
Blok C.2.C, Sub Blok C.2.D dan Sub Blok C.2.F;

. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.1.C, Sub

Blok D.1.D, Sub Blek D.1.E, Sub Blok D.1.F, Sub Blok D.1.G, Sub
Blok D.2.B. Sub Blok D.2.C, Sub Blok D.2.D, Sub Blok D.2.E, Sub
Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.3.C, Sub Blok D.3.F dan
Sub Blok D.3.G;

SWP E pada Sub Blok E.1.D, Sub Blok E.1.E, Sub Blok E.1.l, Sub
Blok E.2.D, Sub Blok E.2.G, Sub Blok E.2.H dan Sub Blok E.2.1; dan
SWP F pada Sub Blok F.2.A, Sub Blok F.2.B, Sub Blok F.2.C, Sub
Blok F.2.E, Sub Blok F.2.F, Sub Blok F.2.G, Sub Blok F.2.H, Sub
Blok F.3.A dan Sub Blok F.3.C.

(4) Sub-Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢ dengan luas
409,23 ha (empat ratus sembilan koma dua tiga hektar) vang terdapat

di:

a. SWP A pada Sub Blok A.1.D, Sub Blok A.1.E, Sub Blok A.2.A, Sub

b.

Blok A.2.B dan Sub Blok A.2.C;

SWP B pada Sub Blok B.1.E, Sub Blok B.1.F, Sub Blok B.1.G, Sub
Blok B.1.H, Sub Blok B.1.1, Sub Blok B.1.J, Sub Blok B.1.K, Sub
Blok B.1.N, Sub Blok B.1.0, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.2.C dan
Sub Blok B.2.D;

SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.C, Sub Blok C.1.D, Sub
Blok C.1.E, Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.2.D, Sub Blok C.2.E dan
Sub Blok C.2.F;

SWP D pada Sub Blok D.1.D, Sub Blok D.2.C, Sub Blok D.2.D dan
Sub Blok D.3.C;

SWP E pada Sub Blok E.1.A, Sub Blok E.1.B, Sub Blok E.1.C, Sub
Blok E.1.D, Sub Blok E.1.E, Sub Blok E.1.F, Sub Blok E.1.G, Sub
Blok E.1.H, Sub Blok E.1.1, Sub Blok E.1.J, Sub Blok E.2.A, Sub
Blok E.2.B, Sub Blok E.2.C, Sub Blok E.2.E, Sub Blek E.2.G, Sub
Blok E.2.H, Sub Blok E.2.1, Sub Blok E.2.J dan Sub Blok E.2.K; dan
SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.B, Sub Blok F.1.C, Sub
Blok F.1.E, Sub Blok F.1.G, Sub Blok F.2.A, Sub Blok F.2.H, Sub
Blok F.3.A, Sub Blok F.3.B, Sub Blok F.3.D, Sub Blok F.3.E. Sub
Blok F.3.G dan Sub Blok F.3.H.

Paragrafl 9
Zona Perkantoran

Pasal 97

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf h berupa Sub-Zona
Perkantoran dengan luas 124,89 ha (seratus dua puluh empat koma
delapan sembilan hektar) vang terdapat di:

a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.C, Sub Blok

A.1.D, Sub Blok A.1.E, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B dan Sub Blok
A2.C;



b. SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.1.C, Sub Blok
B.1.D, Sub Blok B.1.E, Sub Blok B.1.F, Sub Blok B.1.G, Sub Blok B.1.1,
Sub Blok B.1.J, Sub Blok B.1.K, Sub Blok B.1.L, Sub Blok B.1.M, Sub
Blok B.1.N, Sub Blck B.1.P, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.2.C, Sub Blok
B.2.D dan Sub Blok B.2.E,;

c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.C, Sub Blok
C.1.D, Sub Blok C.1.E, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub Blok
C.2.C, Sub Blok C.2.D, Sub Blok C.2.E dan Sub Blok C.2.F;

d. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.1.C, Sub Blok
D.1.D, Sub Blok D.1.E, Sub Blok D.1.F, Sub Blok D.1.G, Sub Blok
D.2.B, Sub Blok D.2.D, Sub Blok D.3.A, Sub Biok D.3.C, Sub Blok
D.3.D, Sub Blok D.3.E, Sub Blok D.3.F dan Sub Blok D.3.G;

e. SWP E pada Sub Blok E.1.A, Sub Blok E.1.B, Sub Blok E.1.C, Sub Blok
E.1.D, Sub Blok E.1.E, Sub Blok E.1.F, Sub Blok E.1.G, Sub Blok E.1.H,
Sub Blok E.1.1, Sub Blok E.1.J, Sub Blok E.2.A, Sub Blok E.2.B, Sub
Blok E.2.C, Sub Blok E.2.D, Sub Blok E.2.E, Sub Blok E.2.F, Sub Blok
E.2.G, Sub Blok E.2.H, Sub Blok E.2.1, Sub Blok E.2.J dan Sub Blok
E.2.K; dan

{. SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.B, Sub Elok F.1.C, Sub Blok
F.1.D, Sub Blok F.1.E, Sub Blok F.1.F, Sub Blok F.1.G, Sub Blok F.2.A,
Sub Blok F.2.B, Sub Blok F.2.C, Sub Blok F.2.D, Sub Blok F.2.E, Sub
Blok F.2.F, Sub Blok F.2.G, Sub Blok F.2.H, Sub Blok F.3.A, Sub Blok
F.3.B, Sub Blok F.3.C, Sub Blok F.3.D, Sub Blok F.3.E, Sub Blck F.3.F,
Sub Blok F.3.G dan Sub Blok F.3.H.

Paragraf 10
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 98

(1) Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf i dengan luas
485,58 ha (empat ratus delapan puluh lima koma lima delapan hektar)
vang terdiri atas:

a. Sub-Zona Instalasi Air Minum atau IPAM dengan kode PL-3;
b. Sub-Zona Instalasi Air Limbah atau IPAL dengan kode PL-4; dan
¢. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.

(2) Sub-Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a dengan
luas 17,37 ha (tujuh belas koma tiga tujuh hektar) vang terdapat di:

a. SWP A pada Sub Blok A.1.B dan Sub Blok A.2.A;

b. SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.2.D, Sub Blok B.2.E dan
Sub Blok B.2.F;

c. SWP D pada Sub Blok D.1.D dan Sub Blok D.2.E;

d. SWP E pada Sub Blok E.2 A, Sub Blok E.2.E, Sub Blok E.2.J dan
Sub Blok E.2.K; dan

e. SWP F pada Sub Blok F.1.C.

[3) Sub-Zona PL-4 sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b dengan

luas 3,59 ha (tiga koma lima sembilan hektar) vang terdapat di:

a. EWF A pada Sub Blok A.1.D;

b. SWP B pada Sub Blok B.1.N, Sub Blok B.1.0, Sub Blok B.2.C dan
Sub Blok B.2.E; dan

e. SWP D pada Sub Blok D.1.A.

(4) Sub-Zona PL-6 sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf e dengan
luas 464,62 ha (empat ratus enam puluh empat koma enam dua hektar)

vang terdapat di:



a. SWP B pada Sub Blok B.1.D, Sub Blok B.1.H, Sub Blok B.1.J, Sub
Blok B.1.0, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.2.C, Sub Blok B.2.E dan
Sub Blok B.2.F;

b. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.1.C, Sub
Blok D.1.D, Sub Blok D.1.E, Sub Blok D.1.F, Sub Blok D.1.G, Sub
Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.2.C, Sub Blok D.2.D, Sub
Blok D.2.E, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.3.C, Sub Blok D.3.E, Sub
Blok D.3.F dan Sub Blok D.3.G; dan

c. SWP E pada Sub Blok E.1.A, Sub Blok E.1.E, Sub Blok E.1.G, Sub
Blok E.2.D dan Sub Blok E.2.J.

Paragraf 11
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 99

Zona PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf j dengan luas 24,55
ha {dua puluh empat koma lima lima hektar) yang terdapat di SWP D pada
Sub Blok D.1.B

Paragraf 12
Zona Transportasi

Pasal 100

Zona TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf k dengan luas
781,88 ha (tujuh ratus delapan puluh satu koma delapan delapan hektar)

vang terdapat di:

a.
b.
.

d.
e¢. SWP F pada Sub Blok F.3.A.

SWP A pada Sub Blok A.1.A dan Sub Blok A.1.D;

SWP B pada Sub Blok B.1.D dan Sub Blok B.1.L;

SWP D pada Sub Blok D.1.F, Sub Blok D.1.G, Sub Blok D.2.A, Sub Blok
D.2.B, Sub Blok D.2.C dan Sub Blok D.3.G;

SWP E pada Sub Blok E.1.A; dan

Paragraf 13
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 101

Zona HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf | dengan luas 40,57
ha (empat puluh koma lima tujuh hektar) yang terdapat di:

Lo ol L

SWP A pada Sub Blok A.1.B;

SWP B pada Sub Blok B.2.C dan Sub Blok B.2.D;
SWP C pada Sub Blok C.1.A dan Sub Blok C.2.F;
SWP D pada Sub Blok D.3.C; dan

SWP F pada Sub Blok F.2.C.



BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 102
(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf e berfungsi sebagai:

a. Dasar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam
pemrograman investasi pengembangan WP;

b. Arahan untuk sektor dalam penyusunan program;

¢. Dasar estimasi kebutuhan pembiayaan sesuai jangka waktu
pembangunan; dan

d. Acuan bagi masvarakat dalam melakukan investasi.

(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan
rencana pola ruang.

i3] Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:

a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
b. Program Prioritas Pemanfaatan Ruang,

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pazal 103

(1) Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
schagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf a, dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

() Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang secbagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi
RDTE.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 104

(1) Program prioritas pemanfaatan ruang scbagaimana dimaksud
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf b meliputi:

a. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
lokasi;

sumber pendanaan;

instansi pelaksana; dan

waktu dan tahapan pelaksanaan.
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(2) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. program perwujudan rencana struktur ruang di WP; dan

b.

program perwujudan rencana pola ruang di WP.

(3) Lokasi program perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan tempal program pemanfaatan ruang
akan dilaksanakan di Sub Blok dalam SWP.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
bersumber dari:

- AN o

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

swasla,

masyarakat; dan

sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan,

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi pelaksana program utama oleh:

nonge

b |

Pemerintah Pusat;

. Pemerintah Provinsi Banten;

Pemerintah Daerah;

. Badan Usaha Milik Negara;

Badan Usaha Milik Daerah;
swasta; dan/atau
masyarakat.

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada avat (1) huruf e
terdiri atas 5 (lima) tahapan, meliputi:

d.

b.

.

d.

Program Jangka Menengah vang disingkat PJM-1 pada periode tahun
2023 - 2024,

Program Jangka Menengah vang disingkat PIM-2 pada periode tahun
2025 - 2029;

Program Jangka Menengah vang disingkat PJM-3 pada periode tahun
2030 - 2034,

Program Jangka Menengah vang disingkat PJM-4 pada periode tahun
2035 - 2039, dan

Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-5 pada periode tahun
2040 - 2043,

(7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat [6)
merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas
pembangunan pada WP.

(8) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan

tercantum pada Lampiran XVIl vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Wali Kota ini,



BAB VI
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 105

(1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf [
berfungsi sebagai:

a. Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang,

b. Acuan dalam pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
termasuk di dalamnyva pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan
ruang di bawah tanah;

¢. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;

d. Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan

e, Penetapan lokasi investasi. o

(2) Manfaat peraturan zonasi Peraturan Wali Kota imi meliputi:

a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;

b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan
penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan

¢. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.

(3) Muatan Peraturan Zonasi meliputi:
a. Aturan Dasar; dan
b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 106
(1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) huruf a
terdiri atas:
a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan;
b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang,
c. Ketentuan Tata Bangunan;
d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal;
e. Ketentuan Khusus; dan
f. Ketentuan Pelaksanaan.
(2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) hurufl a mengatur
zona yang terdir atas:
a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya,
(3) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufl a terdiri
atas:
a. Zona BA;
b. Zona PS; dan
¢. Zona RTH yang terdin atas:
1. Sub-Zona RTH-1;
2. Sub-Zona RTH-2:
3. Sub-Zona RTH-3;
4. Sub-Zona RTH-4;



Sub-Zona RTH-5;
Sub-Zona RTH-6;
Sub-Zona RTH-7; dan
. Sub-Zona RTH-8. -
{4) Zona Budi Daya scbagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufl b, terdin
atas:
a. Zona BJ;
b. Zona PTL;
e, Zona KPI;
d. Zona R yang terdiri atas:
1. Sub-Zona R-1;
2. Sub-Zona R-2;
3. Sub-Zona R-3; dan
4, Sub-Zona R-4.
¢. Zona SPU vang terdin atas:
1. Sub-Zona SPU-1;
2. Sub-Zona SPU-2;
3. Sub-Zona SPU-3; dan
4, Sub-Zona SPU-4,
f. Zona C yang terdiri atas:
1. Sub-Zona C-1; dan
2, Sub-Zona C-2.
g. Zona K yang terdiri atas:
1. Sub-Zona K-1;
2. Sub-Zona K-2; dan
3. Sub-Zona K-3.
h, Zona KT,
i. Zona PL yang terdiri atas:
1. Sub-Zona PL-3;
2. Sub-Zona PL-4; dan
3. Sub-Zona PL-6.
j- Zona PP;
k. Zona TR; dan
. Zona HK. .
(5) Setiap orang vang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha di Kota
Tangerang wajib memperhatikan aturan dasar dalam Peraturan
Zonasi.

-

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Pemanfaatan Ruang

Pasal 107

(1) Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 avat (1) hurufl a
dikelompokkan kedalam 4 (empat) klasifikasi sebagai berikut:

a. klasifikasi | merupakan kegiatan diizinkan;

b. klasifikasi T merupakan kegiatan diizinkan terbatas;

¢. klasifikasi B merupakan kegiatan diizinkan bersvarat tertentu; dan
d. klasifikasi X merupakan kegiatan tidak diizinkan.

(2) Klasifikasi | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
kategori kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu zona atau Sub-Zona
yvang sesuai dengan rencana peruntukan ruang vang diizinkan secara
langsung kecuali terdapat ketentuan perundang-undangan lainnya
vang berlaku.



(3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b merupakan
kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dapat dilakukan dengan
terbatas vang meliputi:

a. Pembatasan waktu operasional hanya pada pukul 06.00 - 22.00
WIB dengan kode T1;

b Pembatasan luas maksimum lantai bangunan 200 m2 dalam suatu
kegiatan di dalam Sub-Zona dengan kode T2;

¢. Pembatasan jumlah pemanfaatan, diizinkan terbatas hanya untuk
kegiatan eksisting tetapi tidak diizinkan untuk kegiatan baru
dengan kode T3;

d. Pembatasan skala usaha atau layanan kegiatan dengan kode T4,
dan

e. Pembatasan pada lokasi yang spesifik dengan kode T3.

(4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan
kategori kegiatan pemanfaatan ruang yang memerlukan persyaratan -
persyaratan tertentu, dapat berupa persyaralan umum dan
persyaratan khusus dapat dipenuhi dalam bentuk inovasi atau
rekayasa teknologi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemanfaatan ruang wajib dilengkapi dengan dokumen persetujuan
lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL), kajian lalu-lintas (Andalalin,
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas) dan/atau kajian hidrologi
dengan kode B1;

b. Pemanfaatan ruang wajib dilengkapi dengan persetujuan atau
rekomendasi Instansi atau Lembaga tertentu dengan kode B2;

¢. Pemanfaatan ruang wajib menyediakan sarana penampungan
limbah cair dan padat dengan kode B3; dan

d. Pemanfaatan ruang wajib dengan menyvediakan sarana ruang
parkir dengan kode B4,

(5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan
kategori kegiatan pemanfaatan ruang vang memiliki sifat tidak sesuai
dengan rencana peruntukan ruang yang tidak diizinkan secara
langsung kecuali terdapat ketentuan perundang-undangan lainnya
yvang berlaku.

(6) Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini.

Paragrafl 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 108

(1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b, meliput:
a. KDB Maksimum;
b. KLB Maksimum;
¢. KTB Maksimum;
d. KDH Minimum; dan
e. Luas Kaveling Minimum pada Zona Perumahan.
(2) Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul e
berada pada zona perumahan yvang terdiri dari:
a. Sub-Zona R-2 memiliki kaveling minimum scluas 60 m?;
b. Sub-Zona R-3 memiliki kaveling minimum seluas 150 m?; dan

c. Sub-Zona R-4 memiliki kaveling minimum seluas 250 m?.



(3) Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
diberlakukan untuk perumahan yang teratur.

(4) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragral 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 109
{1} Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
ayat (1) huruf ¢, meliputi:
a. Ketinggian Bangunan;
b. GSB Minimum;
¢. Jarak Bebas Antar Bangunan Minimum; dan
d. JBS Minimum dan JBB Minimum.
(2} Ketentuan Tata Bangunan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini

Paragrafl 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 110

(1) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 avat (1) huruf d diatur berdasarkan Zona dan Sub-
Zona.

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 111

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)
huruf € merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan
dan penggunaan lahan pada Zona dan atau Sub-Zona yvang memiliki
fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi
zona dan atau Sub-Zona lainnya.

(2] Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;

Kawasan Rawan Bencana;

Kawasan Berorientasi Transit;

. Tempat Evakuasi Bencana;

Kawasan Cagar Budaya; dan

Kawasan Sempadan.
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Pasal 112

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a dengan luas
15.745.49 ha (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh lima koma
empat sembilan hektar) yang terdiri atas:

Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;

Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;

Kawasan di bawah permukaan transisi;

Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;

Kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
f. Kawasan di bawah permukaan horizontal luas.

(2) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melingkupi area:

a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara
Internasional Soekarno-Hatta; dan

b. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara
Khusus Pondok Cabe,

(3) Untuk mempergunakan tanah, perairan atau udara di setiap
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud
pada ayvat (1) harus mematuhi persyaratan-persyaratan schagai
berikut;

a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi
penerbangan dan alat bantu pendaratan penerbangan serta
komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;

b, tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu
udara dengan lampu-lampu lain;

c. tidak menyebabkan kesilavan pada mata penerbang yang
mempergunakan bandar udara;

d. tidak melemahkan jarak pandang sckitar bandar udara;

e. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, ata dengan cara
lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas
landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud
mempergunakan bandar udara;

f. tidak meningkatkan tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan
penerbangan.

(4) Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya
sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang
atau yvang telah ada secara alami pada Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan secbagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum
ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara
Internasional Jakarta Sockarno - Hatta seperti gedung-gedung,
menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit
dan gunung vang sekarang ini menjadi penghalang tetap
diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan
terpenuhi.

(5) Bangunan atau sesuatu benda vang ada secara alami berada di
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang
diperkenankan, akan tetapi diduga dapat membahayakan
kesclamatan operasi penerbangan, harus diberi tanda dan atau
dipasangi lampu.

(6) Ketentuan khusus Kawasan HKeselamatan Operasi Penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan pembatasan
ketinggian, kegiatan pemanfaatan ruang dan ketentuan lainnya

nang e



dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidek terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini

(7) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Pencrbangan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu
berbanding lima ribu). _

(8] Peta sebagaimana dimaksud pada ayat {7} tercantum dalam Lampiran
¥XIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Wali
Kota ini.

Pasal 113

Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a dengan luas 1.006,43 ha (seribu enam

koma empat tiga hektar) yang terdapat di:

a. SWP B pada Sub Blok B.1.A dan Sub Blok B.1.5;

b. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.C, Sub
Blok C.1.D, Sub Blok C.2.A, Sub Biok C.2.B dan Sub Blok C.2.C; dan

c. SWP D pada Sub Blok D.1.A dan Sub Blok D.1.D.

Pasal 114

Kawasan kemungkinan bahava kecelakaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 112 avat (1) huruf b dengan luas 711,16 ha (tujuh ratus

sebelas koma satu enam hektar) yang terdapat di:

a. SWP B pada Sub Blok B.1.A; dan

b. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.1.C, Sub
Blok D.1.D, Sub Blok D.1.E, Sub Blek D.1.F, Sub Blok D.2.A, Sub
Blok D.2.B dan Sub Blok D.2.D.

Pasal 115

Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 112 ayat (1) huruf ¢ dengan luas 485,88 ha (empat ratus delapan
puluh lima koma delapan delapan hektar) vang terdapat di SWP D pada
Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.1.C, Sub Blok D.1.E, Sub Blok D.1.F, Sub
Blok D.1.G, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.2.C dan Sub
Blok D.1.D.

Pasal 116

Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 112 ayat (1) huruf d dengan luas 3.476,36 ha (tiga nbu

empat ratus tujuh puluh enam koma tiga enam hektar) yang terdapat di:;

a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.C, Sub
Blok A.1.D dan Sub Blok A.1.E;

b, SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blek B.1.B, Sub Blok B.1.C, Sub
Blok B.1.D, Sub Blok B.1.1 dan Sub Blok B.1..J

¢. SWP C pada Sub Blok C.1.B;

d., SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.1.C, Sub
Blok D.1.D, Sub Blok D.1.E, Sub Blok D.1.F, Sub Blok D.1.G, Sub
Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.2.C, Sub Blok D.2.D, Sub
Blok D.2.E, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.3.C, Sub
Blok D.3.D, Sub Blok D.3.E, Sub Blok D.2.F dan Sub Blok D.3.G; dan

e. SWP E pada Sub Blok E.1.A.



Pasal 117

HKawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 112 ayat (1) hurufl e dengan luas 1.972,62 ha (seribu sembilan
ratus tujuh puluh dua koma enam dua hektar) yang terdapat di:

a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.D, Sub
Blok A.1.E, Sub Blok A.2 A dan Sub Blok A.2.C:

b. SWP B pada Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.1.C, Sub Blok B.1.D, Sub
Blok B.1.E, Sub Blok B.1.F, Sub Blok B.1.G, Sub Blok B.1.H, Sub
Blok B. 1.1, Sub Blok B.1.J, Sub Blok B.1.K, Sub Blok B.1.L, Sub Blok
B.1.M dan Sub Blok B.2.B;

c. SWF C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.D dan
Sub Blok C.1.E;

d. SWF‘ D pada Sub Blok D.3.E, Sub Blok D.3.F dan Sub Blek D.3.G:

#dnn

e. SWP E pada Sub Blok E.1.A, Sub Blok E.1.B, Sub Blok E.1.C, Sub
Blok E.1.D, Sub Blok E.1.E, Sub Blok E.1.F, Sub Blok E.1.H dan Sub
Blok E.2.A.

Pasal 118

Kawasan di bawah permukaan herizontal luar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 112 ayat (1) huruf [ dengan luas 8.093,14 ha (delapan ribu
sembilan puluh tiga koma satu empat hektar) vang terdapat di:

a. SWP A pada Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B dan Sub Blok A.2.C;

b. SWF B pada Sub Blok B.1.E, Sub Blok B.1.F, Sub Blok B.1.K, Sub
Blok B.1.L, Sub Blok B.1.M, Sub Blok B.1.N, Sub Blok B.1.0, Sub
Blok B.1.P, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.2.C, Sub
Blok B.2.D, Sub Blok B.2.E dan Sub Blok B.2.F;

c. SWP C pada Sub Blok C.1.C, Sub Blok C.1.D, Sub Blok C.1.E, Sub
Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.2.C, Sub Blok C.2.D, Sub
Blok C.2.E dan Sub Blok C.2.F;

d. SWP E pada Sub Blok E.1.C, Sub Blok E.1.D, Sub Blok E.1.E, Sub
Blok E.1.F, Sub Blok E.1.G, Sub Blok E.1.H, Sub Blok E.1.1, Sub Blok
E.l.), Sub Blok E.2.A, Sub Blok E.2.B, Sub Blok E.2.C, Sub Blok
E.2.D, Sub Blok E.2.E, Sub Blok E.2.F, Sub Blok E.2.G, Sub Blok
E.2.H, Sub Blok E.2.1, Sub Blok E.2.J dan Sub Blok E.2.K; dan

e. SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.B, Sub Blok F.1.C, Sub
Blok F.1.D, Sub Blok F.1.E, Sub Blok F.1.F, Sub Blok F.1.G, Sub Blok
F.2.A, Sub Blok F.2.B, Sub Blok F.2.C, Sub Blok F.2.D, Sub Blok
F.2.E, Sub Blok F.2.F, Sub Blok F.2.G, Sub Blok F.2.H, Sub Blok
F.3.A, Sub Blok F.3.B, Sub Blok F.3.C, Sub Blok F.3.D, Sub Bilok
F.3.E, Sub Blok F.3.F, Sub Blok F.3.G dan Sub Blok F.3.H.

Pasal 119

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b dengan luas 5.302,16 ha (lima ribu
tiga ratus dua koma satu enam hektar) vang terdiri atas:

a. Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi; dan
b. Kawasan Rawan Bencana Sesar Aktif Tingkat Tingg.

(2) Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggl sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 5.148,32 ha (lima ribu
seratus empat puluh delapan koma tiga dua hektar) vang terdapat di:



a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.C. Sub
Blok A.1.D. Sub Blok A.1.E, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B dan
Sub Blok A.2.C;

b. SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.1.C, Sub
Blok B.1.D, 8ub Blek B.1.E, Sub Blok B.1.F, Sub Blok B.1 .G, Sub
Blok B.1.H, Sub Blok B.1.I, Sub Blok B.1.J, Sub Blok B.1. K, Sub
Blok B.1.L, Sub Blok B.1. M Sub Blok B.1.N, Sub Blok B.1.P, Sub
Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.2.C, Sub Blok B.2.E dan
Sub Blok B.2.F;

c. SWF C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.C, Sub
Blok C.1.D, Sub Blok C.1.E, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub
Blok C.2.C, Sub Blek C.2.D, Sub Blok C.2.E dan Sub Blok C.2.F.

d. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.1 oy
Sub Blok D.1.D, Sub Blok D.1.E, Sub Blek D.1.F, Sub Blok D.1.G,
Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.2.C, Sub Blok D.2. D,
Sub Blok D.2.E, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D, 3.C,
Sub Blok D.3. D Sub Blok D.3. E Sub Blok D.3.F dan Sub Blok
D.3.G;

e, SWP E pada Sub Blok E.1.A, Sub Blok E.1.B, Sub Blok E.1.C, Sub
Blok E.1.D, Sub Blok E.1.E, Sub Blok E.1.F, Sub Blok E.1.G, Sub
Blok E.1.H, Sub Blok E.1.1, Sub Blok E.1.J, Sub Blok E.2.A, Sub
Blek E.2.B, Sub Blek E.2.C, Sub Blok E.2.D, Sub Blok E.2.E, Sub
Blok E.2.F, Sub Blok E.2.G, Sub Blok E.2.H, Sub Blok E.2.1, Sub
Blok E.2.J dan Sub Blok E.2.K; dan

f. SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.B, Sub Blok F.1.C, Sub
Blok F.1.D, Sub Blok F.1.E, Sub Blok F.1.F, Sub Blok F.1.G, Sub
Blok F.2.A, Sub Blok F.2.B, Sub Blok F.2.C, Sub Blok F.2.D, Sub
Blok F.2.E, Sub Blok F.2_F, Sub Blok F.2.G, Sub Blok F.2.H, Sub
Blok F.3.A, Sub Blok F.3.D, Sub Blok F.3.E, Sub Blok F.3.F, Sub
Blok F.3.G dan Sub Blok F.3.H.

(3] Kawasan Rawan Bencana Sesar Aktil Tingkat Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 153,84 ha (seratus lima
puluh tiga koma delapan empat hektar) yang terdapat di:

a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.C, Sub
Blok A.1.E, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B dan Sub Blok A.2.C:

b. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.1.D,
Sub Blok D.1.E dan Sub Blok D.1.F:

¢, SWP E pada Sub Blek E.2 B, Sub Blok E.2.E, Sub Blok E.2.F, Sub
Blok E.2.G, Sub Blok E.2.H, Sub Blok E.2.1 dan Sub Blok E.2.K;
dan

d. SWP F pada Sub Blok F.1.D, Sub Blok F.1.F, Sub Blok F.1.G, Sub
Blok F.2.B dan Sub Blok F.2.C.

(4) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberlakukan pengaturan untuk mengurangi dampak
atau risiko yang ditimbulkan suatu bencana dalam Lampiran XXI11i
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini.

(5) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
1:5.000 (satu berbanding lima ribu).

(6) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tereantum dalam Lampiran
XXIIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota mi.



Pasal 120

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Berorientasi Transit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 avat (2) hurul ¢ terdin atas:

Kawasan Berorientasi Transit Stasiun Tangerang;

Kawasan Berorientasi Transit Batuceper;

Kawasan Berorientasi Transit Benda,

Kawasan Berornentasi Transit Karang Tengah;

Kawasan Berorientasi Transit Hasyim Ashari;

Kawasan Berorientasi Transit Kunciran;

Kawasan Berorientasi Transit Alam Sutera;

Kawasan Berorientasi Transit Kebon Nanas;

Kawasan Berorientasi Transit Cikokol;

Kawasan Berorientasi Transit M1 ; dan

. Kawasan Berorientasi Transit Terminal Tipe A Poris Plawad.

{2) Hawasﬂn Berorientasi Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan luas 1.976,34 ha (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam
koma tiga empat hektar) yang terdapat di:

a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.C, Sub
Blok A.1.D, Sub Blok A.1.E dan Sub Blok A.2.B;

b. SWFP B pada Sub Blok B. 1.1, S3ub Biok B.1.J dan Sub Blok B.2.F;

c. SWP D pada Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.1.C, Sub Blok D.1.E,
Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.3.D, Sub Blok D.3.E,
Sub Blok D.3.F dan Sub Blok D.3.G;

d. SWP E pada Sub Blok E.1.A, Sub Blok E.1.B, Sub Blok E.1.D, Sub
Blok E.1.F, Sub Blok E.1.J, Sub Blok E.2.B, Sub Blok E.2.C, Sub
Blok E.2.D, Sub Blok E.2.E, Sub Blok E.2.F, Sub Blok E.2.G, Sub
Blok E.2.H, Sub Blok E.2.]1 dan Sub Blok E.2.J; dan

e. SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.B, Sub Blok F.1.C, Sub
Blok F.1.D dan Sub Blok F.1.E.

(3) Kawasan Berorientasi Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
perlu dilakukan penyusunan rencana induk Kawasan Berorientasi
Transit sesuai dengan ketentuan vang berlaku,

(4) Ketentuan khusus Kawasan Berorientasi Transit scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pengaturan dalam Lampiran
XXIV vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

i5) Ketentuan khusus Kawasan Berorientasi Transit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tngkat
ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu).

(6) Peta schagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran
XXIV vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.
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Pasal 121

(1) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 111 avat (2) huruf d berupa Ketentuan Khusus Tempat
Evakuasi Sementara dengan luas 4,10 ha (empat koma satu nol
hektar) yang terdapat di:

a, SWP B pada Sub Blok B.1.E, Sub Blok B.1.K, Sub Blok B.2.B, Sub
Blok B.2.C dan Sub Blok B.2.I;

b. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.C, Sub
Blok C.1.D dan Sub Blok C.1.E;

c. SWP E pada Sub Blok E.1.J, Sub Blok E.2.D) dan Sub Blok E.2.J;
dan

d. SWP F pada Sub Blok F.1.D, Sub Blok F.2.F dan Sub Blok F.3.F.



{2) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberlakukan pengaturan dalam Lampiran XXV vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(3) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud
pada ayatl (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
1:5.000 (satu berbanding lima ribu).

(4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran

H-K.jw yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wall
ta ini.

Pasal 122

(1) Ketentuan khusus Kawasan Capar Budava sebagaimana dimaksud
Pasal 111 ayat {2} huruf e berupa aturan pelestarian cagar budaya
yang diberlakukan pada bangunan cagar budaya yang berada di
suatu Zona atau Sub-Zona di dalam lingkup WP,

{2) Ketentuan khusus Kawasan Capgar Budaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan luas 19,23 ha (sembilan belas koma dua tiga
hektar) vang terdapat di:

a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.C, Sub
Blok A.1.D dan Sub Blok A.1.E;

b. SWP B pada Sub Blok B. 1.A, Sub Blok B.1.J; dan

c. SWP F pada Sub Blok F.2.C.

(3) Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada avat (1)
merupakan Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan melalui
peraturan perundangan yang berlaku.

(4) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Pelindungan Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan
keberadaannya dar ancaman kerusakan, kchancuran, atau
kemusnahan vyang disebabkan oleh faktor alam dan/atau
gangguan manusia vang dilakukan dengan cara penyelamatan,
pengamanan, sistem zonasi, pemeliharaan dan pemugaran

b. Pengembangan Cagar Budaya bertujuan untuk meningkatkan
potensi nilai, informasi dan promosi Cagar Budaya serta
pemanfaatannva melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi
secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan
Pelestarian,

¢. Pemanfaatan Cagar Budava bertujuan untuk meningkatkan
pendayagunaan Cagar Budava untuk kepentingan scbesar-
besarnva kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan
kelestariannya.

(5) Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
avat (1) diberlakukan pengaturan dalam Lampiran XXVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Wali Kota inw.

(6) Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
pada avat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
1:5.000 (satu berbanding lima ribu).

{9) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran
XXVI vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.



Pasal 123

(1) Ketentuan  Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 111 ayat (2) huruf [ dengan luas 355,09 ha (tiga ratus
lima puluh lima koma nol sembilan hektar) vang terdiri atas:

a. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai;

b. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan SDEW,;

¢. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Ketenagalistrikan: dan
d. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Pipa atau Kabel,

(2} Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberlakukan pengaturan dalam Lampiran XXVII yvang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini,

(3) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000
[satu berbanding lima ribu).

(4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran
Kn?{?i"-'*ll vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali

La 1.

Pazal 124

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 123 avat (1) huruf a dengan luas 105,16 ha (seratus lima
koma satu enam hektar) yang terdapat di:

a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.C, Sub
Blok A.1.D, Sub Blok A.1.E, Sub Blok A.2 A dan Sub Blaok A.2.B:

b. SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.1 D, Sub
Blok B.1.E, Sub Blok B. 1.1, Sub Blok B.1.J, Sub Blok B.1.M, Sub Blok
B.1.P, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B dan Sub Blok B.2.F;

c. SWP C pada Sub Blokk C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.C, Sub
Blok C.1.D, Sub Blok C.1.E, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub
Blok C.2.C, S8ub Blok C.2.D, Sub Blok C.2.E dan Sub Blok C.2.F:

d. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blek D.1.C, Sub
Blok D.1.D, Sub Blek D.1.F, Sub Blck D.1.G, Sub Blok D.2.A, Sub
Blok D.2.C, Sub Blok D.2.E, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub
Blok D.3.C, Sub Blok D.3.D, Sub Blok D.3.E, Sub Blok D.3.F dan Sub
Blok D.3.G;

e. SWP E pada Sub Blok E.1.A, Sub Blok E.1.B, Sub Blok E.1.D, Sub
Blok E.1.E, Sub Blok E.1.F, Sub Blok E.1.G, Sub Blek E.1.H, Sub
Blok E. 1.1, Sub Blok E.1.J, Sub Blok E.2.D, Sub Blek E.2.E, Sub Blok
E.2.F, Sub Blok E.2.J dan Sub Blok E.2.K; dan

. SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.B, Sub Blok F.1.C, Sub
Blok F.1.D, Sub Blok F.1.G, Sub Block F.2.A, Sub Blok F.2.B, Sub
Blok F.2.E, Sub Blok F.2.F, Sub Blok F.2.G, Sub Blok F.2.H, Sub Blok
F.3.A, Sublok F.3.D dan Sub Blok F.3.G.

Pasal 125

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan SDEW secbagaimana dimaksud

dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b dengan luas 80,71 ha (delapan puluh

koma tujuh satu hektar) vang terdapat di:

a. SWP A pada Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.C;

b. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.C dan
Sub Blok C.1.D;

¢. SWP D pada Sub Blok D.2.B; dan

d. SWP E pada Sub Blok E.1.C, Sub Blok E.1.E, Sub Blok E.2.A, Sub
Blok E.2.C, Sub Blok E.2.D dan Sub Blok E.2.H.



Pasal 126

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Ketenagalistrikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 123 avat (1) hurul ¢ dengan luas 133,33 ha
[seratus tiga puluh tiga koma tiga tiga hektar) vang terdapat di:

a. SWP A pada Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.E, Sub Blok A.2.A, Sub

Blok A.2.B dan Sub Blok A.2.C;

b. SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.1.C, Sub

. 3WP D pada Sub Blok D.1.D, Sub Blok D.1.F, Sub Blok D.1

Blok B.1.D, Sub Blok B.1.E, Sub Blok B.1.F, Sub Blok B.1.H, Sub
Blok B.1.J, Sub Blok B.1.L, Sub Blok B.2.B dan Sub Blok B.2.F;
SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.C, Sub
Blok C.1.D, Sub Blok C.1.E, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub
Blok C.2.C, Sub Blok C.2.E dan Suh Blok C.2.F;

G, Sub
Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.3.C dan Sub Blok D.3.E;
SWP E pada Sub Blok E.1.A, Sub Blok E.1.B, Sub Blok E.1.C, Sub
Blok E.1.D, Sub Blok E.1.E, Sub Blok E.1.F, Sub Blok E.1.G, Sub
Blok E.1.H, Sub Blok E. 1.1, Sub Blok E.1.J, Sub Blok E.2.A, Sub Blok
E.2.B, Sub Blok E.2.C, Sub Blok E.2.D, Sub Bick E.2.E, Sub Blok
E.2.F dan Sub Blok E.2.G; dan
SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.B, Sub Blek F.1.D, Sub
Blok F.1.E, Sub Blek F.2.B, Sub Blok F.2.C, Sub Blok F.2.F, Sub Blok
F.2.G, Sub Blok F.3.C, Sub Blok F.3.F dan Sub Blok F.3.H.

Pasal 127

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Pipa atau Kabel berupa
sempadan pipa gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1)
huruf d dengan luas 35,89 ha (tiga puluh lima koma delapan sembilan
hektar) yang terdapat di:

i,

b.

-

SWP A pada Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.1.D, Sub Blok A.1.E, Sub
Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B dan Sub Blok A.2.C;

SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.1.C, Sub
Blok B.1.D, Sub Blok B.1.E, Sub Blok B.1.F, Sub Blok B.1.H, Sub
Blok B.1.K, Sub Blok B.1.L, Sub Blok B.1.M, Sub Blok B.1.N, Sub
Blok B.1.0, Sub Blok B.1.P, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub
Blok B.2.C, Sub Blok B.2.D dan Sub Blok B.2.E;

SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.1.C
Blok C.1.D, Sub Blok C.1.E, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B
Blok C.2.C, Sub Blok C.2.D, Sub Blok C.2.E dan Sub Blok C.2.F
SWP D pada Sub Blok D.1.C, Sub Blok D.1.D, Sub Blek D.1
Blok D.1.G, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.E, Sub Blok D.3.
Blok D.3.B, Sub Blok D.3.C dan Sub Blok D.3.D; dan

SWP E pada Sub Blok E.1.A dan Sub Blok E.2.E.

, Sub
.B, Sub
F‘ Sub
A, Sub

Paragral 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 128

Ketetentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat
(1) huruf f terdiri atas:

a. Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang; dan

b. Ketentuan Insentif Dan Disinsentif.



Pasal 129

(1) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 128 huruf a memuat perangkat untuk:

a. membatasi, mengendalikan, mendorong dan menjaga kesesuaian
fungsi ruang yang ditetapkan dalam RDTR; dan

b. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan ruang dengan
mempertimbangkan keterbatasan fisik lahan dan rona kawasan
yang telah terbentuk sebelum hadirnya RDTR.

(2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 128 huruf a meliputi:

a. ketentuan minor variance atau izin untuk bebas dari aturan
standar demi menghilangkan kesulitan akibat kondisi fisik lahan.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada lebih dari satu
Sub-Zona atau lebih dari satu ketentuan intensitas pemanfaatan
ruang; dan

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada Zona RTH dan
belum dilakukan pembebasan lahan.

(3) Ketentuan minor variance sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a berupa pemberian dispensasi untuk pemenuhan ketentuan
intensitas pemanfaatan ruang dan ketentuan tata bangunan dengan
ketentuan:

a. dapat diberikan pada persil yang memiliki keterbatasan dalam
pemenuhan ketentuan tata bangunan;

b. hanya dapat diberikan pada Zona Budi Daya untuk kegiatan
perumahan dan perdagangan dan jasa; dan

c. dapat diberikan pada bangunan cagar budaya berupa penyesuaian
ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan ketentuan tata
bangunan sesuai dengan kondisi eksisting.

(4) Kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada lebih dari satu Sub-
Zona atau lebih dari satu ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan perhitungan
intensitas pemanfaatan ruang secara proporsional, dihitung
berdasarkan penjumlahan hasil perkalian antara luas pemanfaatan
pada setiap Zona atau Sub-Zona dengan persentase atau koefisien
intensitas pemanfaatan ruang pada 2 (dua) atau lebih Zona atau Sub-
Zona.

(5) Kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada Zona RTH rencana
dan belum dilakukan pembebasan lahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c dapat memanfaatkan ruang dengan persetujuan
dari Forum Penataan Ruang.

Pasal 130

(1) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 128 huruf b memuat perangkat untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam
rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR,;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan
RDTR; dan

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam
rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila
Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR dan memberikan dampak
positif bagi masyarakat, sehingga perlu didorong namun tetap
dikendalikan pengembangannya.



(3) Disinsentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan bagi kegiatan
pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana Tata Ruang
dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

(4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3] merupakan
perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal
berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(5] Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak
yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 131

(1) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130
dapat diberikan kepada masyvarakat.

(2} Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan dalam bentulk:
a. pemberian keringanan atau pengurangan pajak dan/atau

retribusi;

subsidi;

pemberian kompensasi,

imbalan;

Sewd I'uang;

urun saham;

fasilitasi persetujuan KKPR;

. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas;

penghargaan,

publikasi atau promosi; dan/atau

. penambahan intensitas pemanfaatan ruang.

(3) Disinsentil kepada masyarakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan dalam bentuk:

pengenaan pajak dan/atau retribusi maksimal;

pengenaan denda;

pengenaan kompensasi,

kewajiban untuk penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

pengurangan intensitas pemanfaatan ruang.

RS TR e AR

sap e

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 132

(1) Teknik Pengaturan Zonasi atau TPZ berfungsi untuk memberikan
fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi dasar serta
memberikan pilihan penanganan pada lokasi tertentu sesuai dengan
karakteristik, tujuan pengembangan, dan permasalahan yang
dihadapi pada zona tertentu, schingga sasaran pengendalian
pemanfaatan ruang dapat dicapai secara lebih efektif,

(2) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105
avat (3) huruf b terdiri atas:

a. Zona Ambang atau Floating Zone dengan kode h; dan
b. TPZ Khusus dengan kode j.

(3) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberlakukan pengaturan dalam Lampiran XXVIII dan merupakan
bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



(4) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu
berbanding hma ribu).

(5) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran
XXVIIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

Pazal 133

Zona Ambang atau Floating Zone sebagaimana dimaksud dalam Pasal

132 ayat (2) huruf a dengan luas 295,55 ha (dua ratus sembilan puluh

lima koma lima lima hektar) vang terdapat di:

a. SWP A pada Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B dan Sub Blok A.2.C;

bh. SWP B pada Sub Blok B.2.A; dan

¢. SWP C pada Sub Blok C.1.C, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub
Biok C.2.C, Sub Blok C.2.D, Sub Blok C.2.E dan Sub Blok C.2.F.

Pasal 134

(1) TPZ Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b

diberlakukan pada:

a. Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang;

b. Kawasan Bandar Udara Sockarno-Hatta;

¢. Kawasan Pengembangan Skala Besar Terintegrasi Alam Sutera
dan Karang Tengah; dan

d. Kawasan Pusat Niaga Tekstil Cipadu.

(2) TPZ Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas
1.372,28 ha (seribu tiga ratus tujuh puluh dua koma dua delapan
hektar) yang terdapat di:

a, SWP A pada Sub Blok A.1.C, Sub Blok A.1.D;

b. SWP D pada Sub Blok D.1.C, Sub Blok D.LE, Sub Blok D.L.F,
Sub Blok D.1.G, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.2.C
dan Sub Blok D.2.D;

c. SWP E pada Sub Blok E.1.H, Sub Blok E. L1, Sub Blek E.1.J, Sub
Blok E.2.F, Sub Blok E.2.G dan Sub Blok E.2.H; dan

d. SWP F pada Sub Blok F.1.A, Sub Blok F.1.B, Sub Blok F.3.E, Sub
Blok F.3.F dan Sub Blok F.3.H.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 135

(1) Wali Kota melakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama
wilayah dalam rangka perwujudan rencana Tata Ruang.

(2) Wali Kota dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang dalam
menyvelenpggarakan penataan ruang sccara partisipatif,

(3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilik
tugas memberikan pertimbangan dan rekomendasi pada aspek:
a. perencanaan tata ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan
¢. pengendalian pemanfaatan ruang.

[4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Wali Kota.



BAB IX
PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 136

Peninjauan kembali RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)
dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila
terjadi:

d.

b.

bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;

perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-
undang;

¢. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang - Undang;
d.

perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis; dan/atau
perubahan RTRW Nasional yang terkait dengan RTRW Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

(1) Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan sebelum

berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan telah melaksanakan
pembangunan, maka izin vang telah diterbitkan masih tetap berlaku.

(2) Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan sebelum

berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan belum melaksanakan
pembangunan, maka izin yang telah diterbitkan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 21 Desember 2023

ALI KOTA TANGERANG,

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

,. 1 T \

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 111
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